MODUL 1

Pengertian dan Ruang Lingkup
Tindak Pidana Khusus

Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum.

— . Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum.
"‘“—-—‘:—; PENDAHULUAN

C]r indak pidana khusus pertama kali dikenal istilatkitto Pidana Khusus,
sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidighasus. Hukum
tindak pidana khusus berada di luar hukum pidanamingang mengatur
perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orangntert Tindak pidana
khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Terdaglaerapa definisi
menurut para ahli yaitu, Moeljatno, Simons, segéinisi pidana itu sendiri
menurut Wirjono Prodjodikoro, Lamintang, Sudart@ndAndi Hamzah.
Tindak pidana itu sendiri biasa dikenal dengaraistidelik. Delik dalam
kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikerfakeuman karena
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Modul ini akan membahas seputar pengertian tindddma khusus yang
dimulai dari pengertian hukum pidana untuk menyaangsandangan. Dalam
Kegiatan Belajar 1 akan dikemukakan mengenai apggvdan dari tindak
pidana khusus. Lalu, dalam Kegiatan Belajar 2 aklkemukakan mengenai
ruang lingkup tindak pidana khusus yang terdiri analari macam-macam
tindak pidana khusus, subjeknya, serta peraturamngang-undangan yang
mengatur tindak pidana khusus tersebut.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan tapangetahui
pengertian dan ruang lingkup tindak pidana khusus.

Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, nmkasdiharapkan
mampu mengetahui:

1. Apakah tindak pidana khusus itu?
2. Apakah ruang lingkup dari tindak pidana khusus itu?




1.2 TINDAK PIDANA KHUSUS @

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Tindak Pidana Khusus

indak pidana khusus merupakan bagian dari hukurangid Sebelum

membahas pengertian tindak pidana khusus, sangdt pmtuk
membabhas istilah pidana menurut beberapa ahli iddak pidana terlebih
dahulu sebagai dasar dari tindak pidana khusus.

Hukum pidana menurut Moeljatno ialah bagian dam@p#dseluruhan
hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengaddksaar-dasar dan
aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidakh bdiekukan,
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sgakg berupa pidana
tertentu bagi barang siapa melanggar laranganigtrse

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada memkg telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakaanpicsebagaimana
yang telah diancamkan

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidanaapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka teédanggar larangan
tersebut.

Selain itu, hukum pidana menurut Simons adalahgseeerikut?

1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh nedjarecam dengan
nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati

2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-yarnalt penjatuhan
pidana

3. Keseluruhan ketentuan yang mmeberikan dasar urgénkafuhan dan
penerapan pidana.

Beberapa pengertian pidana oleh para ahli yang kikatahas tentunya
berkaitan dengan kata atau istilah pidana itu senderawal pada

1 Moeljatno,Asas-asas Hukum PidanXogyakarta: Universitas Gajah Mada Press,
1980, him. 1
2 SudartoHukum Pidana,lSemarang: Yayasan Sudarto, 1990, him. 9
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penggunaan kata “hukuman” yang merupakan istilalg ygifatnya umum,
mempunyai arti yang luas dan cenderung berubah-kbadna bidangnya
yang cukup luas. Kata “hukuman” tidak hanya daladamg hukum, tetapi
digunakan di bidang lainnya.

Diperlukan suatu batasan yang menunjukan ciriata sifat-sifat yang
khas, maka disepakai menggunakan kata “pidana’nkadiyakini bersifat
lebih khusus atau spesifik daripada kata “hukumasghingga dapat
menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifat yang lebiresfgik, seperti dalam bidang
hukum sajé.

Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bapidana adalah
hal-hal dipidanakan oleh instansi yang berkuasay ydifimpahkan kepada
seorang oknum sebagai hal yang tidak enak diraggkaudan juga hal yang
tidak sehari-hari dilimpahkahVan Hamel berpendapat bahwa arti pidana
menurut hukum positif adalah:

"Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yarad tefjatuhkan oleh
kekuaaan yang berwenang menjatuhkan pidana ataa nagara sebagai
penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seogalgnggar, yakni
semata-mata karena orang tersebut telah melanggaats peraturan hukum
yang ditegakkan oleh negara”.

Simons, sebagaimana dikutip oleh Lamintang, jugangemukakan
bahwa pidana dapat diartikan sebagai suatu peaderiftang oleh undang-
undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggandradep suatu norma,
yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkayi $@seorang yang
bersalalf. Sedangkan, Sudarto justru mempertanyakan istildangi dalam
pernyataannya sebagai berikut:

“Yang jelas harus disadari ialah bahwa pengertiaiigna dari abad
kesembilan belas perlu diadakan revisi apabila kiteenghendaki suatu
pembaharuan dalam hukum pidana kita. Pada waktu RUtita dibuat,
ialah lebih dari 60 tahun yang lalu, mengenakanapid diartikan sebagai
pemberian nestapa secara sengaja. Illmu hukum pidag@am

3 Muladi dan Barda Nawawi AriefTeori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana
Bandung: Alumni, 2005, him. 2

4 Wirjono ProdjodikoroAsas-asas Hukum Pidana Indonedtandung: PT. Eresco,
1989, him. 1

5 LamintangHukum Penitensier IndonesiBandung: Alumni, 1984, him. 47

6 Ibid, him. 48
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perkembangannya, lebih-lebih dengan munculnya s$agyksg berupa
tindakan sebagai akibat dari pengaruh aliran moderaka di berbagi
negara akhirnya pengertian pidana demikian itu lsaditinjau kembali”.

Menurut Sudarto, pidana ialah penderitaan yang aandibebankan
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memesyanat-syarat
tertentu. Sedangkan, Roeslan Saleh juga berpendabata pidana ialah
reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yangah sengaja ditimpakan
negara kepada pembuat delikitu.

Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berfkut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengerexaderitaan
atau nestapa atau akibat—akibat lain yang tidakyereangkan.

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang #&tdan yang
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

3. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telahkuohkela tindak
pidana menurut undang—undang.

Selain itu, Andi Hamzah mengemukakan bahwa merturkiim positif
Indonesia, pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Ugdamdang Hukum
Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa pidana terdas @aidana pokok dan
pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati;

2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda.

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari:
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Selanjutnya, tindak pidana adalah suatu pengeytigidis, lain halnya
dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatatrinfe atau Verbrechen
atau misdaad) yang diartikan secara kriminologia gaikologis. Tindak

N

7 Moeljatno, 1993, him. 23
8 Ibid, him. 36
9 Andi HamzahKUHP & KUHAP, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, him. 6
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pidana biasa dikenal dengan istilah delik, berasal bahasa Latin yaitu
delictum. Delik dalam kamus hukum merupakan pedwayang dapat
dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaraadgshundang-undang
(tindak pidanaj®

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak &dsatuan pendapat
di antara para sarjana. Djoko Prakoso mengemukkdjamatan atau tindak
pidana secara yuridis ialah perbuatan yang dilacdely undang-undang dan
pelanggarannya dikenakan sanksi. Djoko Prakoso jogagemukakan
kejahatan atau tindak pidana secara kriminologlahigoerbuatan yang
melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyadd@mtmendapatkan
reaksi negatif dari masyarakat, sedangkan sec#al@gs ialah perbuatan
manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukang disebabkan
oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbumatarsebut’

Selain itu, tindak pidana menurut Moeljatno mengeaian bahwa
tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis s$epeainya untuk
memberikan definisi atau pengertian terhadap rstilakum, maka bukanlah
hal yang mudah untuk memberikan definisi atau peiageterhadap istilah
tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudikark memahami
pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedamemidanaan berkaitan
dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidaadeserteori tentang
tujuan pemidanaan. Pidana itu sendiri merupakatusetilah yuridis yang
mempunyai arti khusus berasal dari bahasa Belamita, "straf” yang dapat
diartikan sebagai "hukuman?.

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilatafstarfeit dan
dalam kepustaan tentang hukum pidana sebagai deldangkan pembuat
Undang-Undang merumuskan istilah peristiwa pidaaa gerbuatan pidana
atau yang sering disebut sebagai tindak pida&irafbaarfeit terdiri dari 3
kata, yaitu straf, baar dan feit. Straf berartigoid atau hukum. Baar berarti

10 SudarsondKamus HukumCet. V, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, him. 92

11 Djoko Prakoso dan Agus Imunarstgk Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi
dalam Konteks KUHAPRJakarta: Bina Aksara, 1987, him. 137

12 Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidandakarta: Bina Aksara, 1987, him. 37

13 Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidanayogyakarta: Rengkang Education
Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, him. 20
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dapat atau boleh, sedangkan feit berarti tindaku aperistiwva atau
pelanggaran atau perbuatan (aktif maupun pdsif).

Istilah Tindak Pidana atau strafbaarfeit atau patén pidana
merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh statan hukum larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidem@ntu, barangsiapa
melanggar larangan terseBtiPendapat beberapa doktrin tentang apa yang
sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit bigirseseperti yang
dikemukakan oleh Van Hamel dan Pompe.

Van Hamel mengatakan bahwa "Strafbaarfeit adaldhkkan manusia
(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam undantang, yang
bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (swafdig) dan dilakukan
dengan kesalahan®. Sedangkan pendapat Pompe mengenai Strafbaarfeit
yang dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaramangaing sengaja atau
tidak sengaja dilakukan oleh pelaki”.

Moeljatno juga mengemukakan bahwa istilah hukunenadal dari kata
straf, dan istilah dihukum berasal dari kata wayelstraft merupakan istilah
yang konvensional. Lalu, karena tidak setuju dengtlah-istilah tersebut,
digunakan istilah-istilah yang inkonvensional dirmakata wordt gestraft
diganti dengan kata pidana. Jika kata straf diantikebagai hukuman, maka
strafrecht diartikan sebagai hukuman-hukuman.

Moeljatno kemudian mengatakan bahwa arti kata dihukberarti
“diterapi hukuman”, baik hukum pidana maupun hukpendata. Hukuman
merupakan hasil atau akibat dari penerapan hukung yeaknanya lebih luas
dari pidana karena mencakup keputusan hakim daandmm hukum
perdatat®

Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman” berasal data Khukum?”,
sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukateai "memutuskan
tentang hukum” (berechten). Menetapkan hukum ustigtu peristiwa tidak
hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akapitgtiga hukum

14 Adami ChazawiPengantar Hukum Pidana Bag.Jakarta: Grafindo, 2002, him.
69

15 Andi HamzahPelajaran Hukum Pidana bagian Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002, him. 71

16 Andi Hamzah, 1999, him. 88

17 LamintangDasar-dasar Hukum Pidana Indonesi@andung: Sinar Baru, 1984,
him. 173

18 Muladi dan Barda Nawawi Arie®p.cit, him. 1
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perdatd? Sudarto mengemukakan bahwa pidana adalah perstentang

sengaja dibebankan kepada orang yang melakukangiarbyang memenuhi

syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roegldah $idana itu adalah

reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapagyedengan sengaja

ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.
Selain itu, Hart mengatakan bahwa pidana itu h&rus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konseklansiang tidak
menyenangkan;

2. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar asamgdla benar
melakukan tindak pidana;

3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang mgkmgetentuan
hukum;

4. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku timdd#na;

5. Dijatuhkan dan dilaksanakn oleh penguasa sesuajadehketentuan
suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak @darsebut.

Pada umumnya, dalam suatu rumusan tindak pidatidalseya memuat
rumusan tentang:
1. Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersetbdigssaat norm);
2. Perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalamtutemelakukan
sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu 6onjs dan
menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan dkelakuan); dan
3. Ancaman pidana (strafmaat), sebagai sarana mensaakdaberlakuan
atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung mephat perilaku atau
perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilaradgh oundang-undang.
Tindak pidana khusus lebih pada persoalarspas legalitas atau yang
diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khususngandung acuan
kepada norma hukum semata atau legal norakhat yang diatur
perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan.

19 SudartoHukum Pidana 1A-1BSemarang: Universitas Diponegoro, 1990, him. 3

201bid, him. 23

21 Chairul Huda,Makalah: Pola Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Hukum
Pidana Khususdisampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) diHBIP
Jakarta 21 Oktober 2010, him. 101
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Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-unddinduar hukum
pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum npidgang terdapat
dalam undang-undang pidana merupakan indikadgpakah undang-
undang pidana itu merupakan tindak pidana khasaus bukan. Sehingga
dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusataldindang-undang
pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undadgng pidana
tersendiri.

Lalu, pernyataan ini sesuai dengan pendapat poygrg mengatakan
bahwa hukum pidana khusus mempunyai tujuan €amgsi tersendiri
undang-undang pidana yang dikualifikasikan gebahukum tindak
pidana khusus ada yang berhubungan dengarenthah hukum
administrasi negara terutama mengenai penyalahgl@egenangan. Tindak
pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenaimjaterdapat dalam
perumusan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, tindak pidana memiliki syarat-syaetentu yang harus
dipenuhi. Pada umumnya syarat-syarat tersebut gildangan unsur-unsur
tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidankilapzerbuatan yang
dilakukannya memenuhi syarat-syarat tindak pidaaa strafbaarfeit.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana antarafain:

1. Melanggar hukum

2. Kualitas si pelaku

3. Kausalitas, hubungan antara suatu tindakan selpmggiebab dengan
sesuatu kenyataan sebagai akibat

Lamitang berpendapat bahwa setiap tindak pidarend&litab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan unsisutnya menjadi
dua macam antara lafh:

1. Unsur subjektif

Unsur ini melekat pada diri si pelaku atau yanchbbungan dengan si

pelaku dan termasuk kedalamnya segala sesuatu tgakendung di

dalam hatinya.

22 LamintangOp.cit, him. 184
23 LamintangOp.cit, him. 183
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2. Unsur objektif
Unsur ini berhubungan dengan keadaan-keadaan, kesatlaan-keadaan
tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana dapat paru

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atagingogeperti
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

3. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yangpatrdaisalnya di
dalam kejahatan — kejahatan pencurian, penipuane@esan, pemalsuan
dan lain-lain;

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte sapdrti misalnya
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut 48&UHP;

5. Perasaaan takut atau vress seperti yang antardelaiapat di dalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana atau strafbiarferdapat
pandangan menurut beberapa ahli selain dari Langntamengenai
pengertian unsur-unsur tindak pidana dilihat ddiiaanya, yaitu aliran
monistis dan aliran dualistis. Pandangan monisisladn suatu pandangan
yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidé&inakesemuanya
merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini ntekegma bahwa didalam
pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah ktgycadidalamnya
perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungdmn pidana atau
kesalahan (criminal responbility). Pandangan m@nisada dasarnya tidak
memisahkan antara unsur mengenai perbuatan dengenmengenai orang.

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatamnaiddan
pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandamdanistis dalam
pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalanfafk usur perbuatan
maupun unsur orangnya, dalam pandangan dualisiisndéndak pidana
hanya mencakup perbuatannya saja, sedangkan pgitangawaban pidana
tidak menjadi unsur tindak pidana. Pandangan imyatakan bahwa untuk
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adanya pidana tidak cukup hanya apabila telahdiegarbuatan pidana,
tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan attanggungjawab pidarfa.
Berikut adalah beberapa pandangan menurut bebetapanengenai
tindak pidana berdasarkan alirannya:
1. Monistis
Aliran ini tidak ada pemisahan antara criminal dehgan criminal
responsibility
Simons
Simons kemudian mengemukakan adanya unsur subpiktifobjektif
dari Strafbaarfeit antara lafn:
a. Subijektif
1) Orangnya mampu bertanggung jawab
2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa)
b. Objektif
1) Perbuatan orang
2) Akibat dari perbuatan
3) Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatdnagn
seperti dalam Pasal 281 KUHP yang sifatnya openbtear
dimuka umum.

Selain Simons, para ahli yang menganut aliran ntisnialah Van
Hamel, E. Mezger, dan Baumman.

2. Dualistis
Aliran ini memisahkarmriminal act dengarcriminal responsibility?®
Moeljatno
Unsur-unsur darstrafbaarfeityang harus dipenuhi ialah:
a. Perbuatan
b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat fprmil

24 Septina Ayu Handayarilog Artikel: Pandangan Monistis dan Dualistis Haku
Pidang 2012, website: http://aurockefeller.blogspot.co.id/2012/04/pandang
monistis-da-dualistis-hukum.htmdiakses pada 24 Agustus 2016, pukul 09:42
WIB.

25 SudartoQp.cit, him. 32

261bid, him. 27
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c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan laegaditas yang
terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbumjium
delictum nulla poena sine praevia poenali yanghyatitiada ada
suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidéenspa adanya
undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.
Selain itu, syarat materiil harus ada juga karesdymtan itu harus
benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagaigtarbyang tidak
boleh dilakukan karena bertentangan atau menghatatzatpainya
ketertiban dalam masyarakat.
Selain Moeljatno, para ahli yang menganut aliramlidtis ialah
H.B. Vos dan Pompe.

Kemudian, S.R. Sianturi dalam bukunya mengemukdkamva suatu

perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidankilapaemenuhi unsur-
unsur sebagai berikdt:

1.

2.
3.
4.

Subjek;

Kesalahan;

Bersifat melawan hukum;

Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan olehdabg-
Undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diand@ngan
pidana;

Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Adami Chazawi menyebutkan bahwa dalam KUHP ditemuki unsur

normatif tindak pidana, yaitt?:

©No gD RE

Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang

Unsur objek tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kesalahan

Unsur sifat melawan hukum perbuatan

Unsur akibat konstitutif

Unsur keadaan yang menyertai

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut gigembuat

27 S.R. SianturiAsas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Peneraar®st. lll,

Jakarta: Storia Grafika, 2002, him. 204

28 Adami Chazawi,Tindak Pidana Pornografi Malang: Bayumedia Publishing,

2009, him. 22
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9. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pambu
10. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidamdpat
11. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidambpat

Setelah unsur-unsur tindak pidana, terdapat beageags tindak pidana.
Pertama kejahatan ataumisdrijven dan pelanggaran ataovertredingen
Kejahatan diatur dalam Buku Il KUHP, sedangkan mpgdmran diatur dalam
Buku Il KUHP. Tetapi, dalam KUHP tidak ada pengda pengertian dari
kejahatan maupun pelanggaran.

Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepgati hukum dan
juga membahayakan secara konkrit atau nyata, skalangelanggaran
merupakan wets delict atau delik Undang-Undang yang hanya
membahayakain abstractosaja®® Selain itu, menurut M.v.TMemorie van
Toelichting, dikutip oleh Moeljatno, dalam pandangan kudfitdtejahatan
adalah techtsdelictely yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak
ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuadanay telah dirasakan
sebagi perbuatan yang bertentangan dengan tatamhul8edangkan
pelanggaran adalahwétsdelictely yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya
melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah astentuan yang
menentukan demikiali. Dalam pandangan kuantitatif, melihat berat atau
ringannya ancaman pidana, yaitu:

1. Pidana penjara hanya berlaku pada kejahatan

2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahaer(gejaan atau
kelapaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikateh jaksa,
sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidsah. Berhubung
dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahgdag dolus dan
culpa

3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapatiadg Juga
pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana.

4. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan nmaupak
penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebitdgkerdaripada
kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tédmudua tahun.

29 Andi HamzahAsas-asas Hukum Pidandakarta: Rineka Cipta, 1994, him. 99
30 Moeljatno,Op.cit, him. 71
311bid, him. 74
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5. Dalam hal pembarengarcancurcu¥ pada pemidanaan berbeda buat
pelanggaran dan kejahatan. kumulasi pidana yangngniebih mudah
daripada pidana berat.

Selain itu, perbedaan lainnya antara kejahatan manggaran ialah
kejahatan hukumannya di atas 1 tahun, sedangkangggran hukumannya
di bawah 1 tahun; dan kejahatan mengenal penjadangkan pelanggaran
mengenal kurungan.

Kedua terdapat delik formil dan delik materiil. Delilorimil adalah
tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa ggairmemberikan arti
bahwa inti dari larangan itu adalah melakukan spatbuatan tertentu. Pada
delik formil disebut hanya suatu perbuatan terteyang dapat dipidana.
Misalnya, Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu,rdaglam Pasal 242
KUHP. Lalu, dalam delik materiil, terdapat akibattentu dengan atau tanpa
menyebut perbuatan tertentu, maka dari itu siapg yaenimbulkan akibat
yang dilarang tersebut yang dipertanggungjawablandipidana?

Ketiga, ialah delik Dolus dan delikCulpa Delik Dolus memiliki unsur
kesengajaan, sedangkan deliRulpa memuat unsur kealpaan dalam
tindakannya.

Keempat terdapat juga delikommissionigaktif) dan delikommisionis
(pasif). Yang dimaksud dengan delik aktif yaitu perbuataikfidapat berupa
suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari bagiah tabausia. Misalnya:

1. Pencurian, diatur dalam Pasal 362 KUHP
2. Penganiayaan, diatur dalam Pasal 351 KUHP

Sedangkan, delik pasif yaitu perbuatan yang tidaMibatkan fisik,
dimana seseorang melakukannya dengan mengabaikeajiden hukum
yang dibebankan kepadanya atau tidak berbuat segaaiy sebenarnya
diharuskan oleh hukum. Misalnya, Meninggalkan Orayang Perlu
Ditolong, diatur dalam Pasal 304 KUHP. Selain iarbuatan pasif ada dua
macam, yaitu perbuatan pasif murni dan perbuataif paak murni ¢lelicta
commissionis per omissiongm

Delik pasif murni adalah tindak pidana pasif yangumiuskan secara
formil atau delik yang pada dasarnya semata-mataryerbuatannya adalah

32 Andi HamzahlLoc.Cit
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berupa perbuatan pasif. Misalnya, Meninggalkan @sang Perlu Ditolong,
diatur dalam Pasal 304 KUHP. Sedangkan delik pasihg tidak
murni adalah yang pada dasarnya berupa delik fydsi@pi dapat dilakukan
dengan cara tidak berbuat aktif, atau delik yangigaadung suatau akibat
terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak barbatau mengabaikan
sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnyaraeg ibu tidak mnyusui
anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar PasaKBRBHP dengan secara
perbuatan pasif.

Kelima, yaitu delik Aduan dan delik Biasa. Delik Aduan roqakan
tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidapabila terlebih
dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengapg@agaduan, yaitu
korban atau wakilnya atau keluarga atau orang ydibgri kuasa khusus
untuk melakukan pengaduan. Sedangkan, delik Bidakla tindak pidana
yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pelakuidak disyaratkan
adanya pengaduan dari yang berhak.

Selanjutnya, hukum pidana terbagi mejadi beberagzam, antara lain:
1. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materiiligs poenalg sebagai sejumlah peraturan hukum

yang mengandung larangan dan perintah atau kelmayasey terhadap

pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukagi) mereka
yang mewujudkannya.

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adlaakum yang

menetapkan cara negara menggunakan kewenangannyak un

melaksanakan pidana, juga disebut hukum pidaneoncretokarena
mengandung peraturan bagaimana hukum pidana rhati hukum
pidanain abstractodituangkan ke dalam kenyataam ¢oncretg.>®

2. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus
Sudarto, dikutip oleh Ruslan Renggong, berpenddyadiwa hukum
pidana umum adalah hukum pidana yang dapat dihdswek terhadap
setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum piddnsug
diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atakum yang
mengatur delik-delik tertentu safa.

33 Andi Zainal Abidin FaridHukum Pidana,lJakarta: Sinar Grafika, 2007, him. 17
34 Ruslan Renggonglukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di LudsH®P,
Jakarta: Kencana, 2016, him. 26
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3. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Testul
Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP yangerupakan
kodifikasi hukum pidana materiil dan hukum pidar@anfil (hukum
acara pidana) termasuk hukum pidana tertulis yargifat khusus dan
hukum pidana yang statusnya lebih rendah daripadtang-undang
dalam arti formil.
Hukum pidana tidak tertulis adalah sebagian bes&ur adat pidana
berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang DaXarat Tahun 1951
yang masih berlak.

4. Hukum Nasional dan Hukum Pidana Internasional
Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yangtikeleh negara
tertentu yang ruang lingkup berlakunya hanya dajansdiksi negara
tersebut.
Hukum pidana internasional adalah hukum pidana ydihgntuk oleh
masyarakat internasional melalui organ-organ PByyeerlaku secara
internasionaf®

Hukum pidana khusus menurut Jan Remelink secarrtsath disebut
delicti propria Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dehgatitas
atau kualifikasi tertent?. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum
pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hutkaglak pidana khusus,
namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan antdtekstilah tersebut.

Selain itu, Teguh Prasetyo juga mengemukakan kaheikam tindak
pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atawakibererhadap orang
tertentu, harus dilihat substansi dan berlaku kepsidpa hukum tindak
pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus iatud dalam Undang-
Undang di luar hukum pidana umum.

Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdagamdUndang-
Undang pidana merupakan indikator apakah Undangzbimdpidana itu
merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukakardari itu hukum
tindak pidana khusus adalah Undang-Undang pidaaa htikum pidana

351bid, him. 27

36 Ibid, him. 28

37 Hariman SatriaAnatomi Hukum Pidana Khusu¥ogyakarta: Ull Press, 2004,
him. viii
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yang diatur dalam Undang-Undang pidana tersendai.ini sesuai dengan
pernyataan Pompe, Hukum Pidana Khusus mempunyaértujlan fungsi
tersendiri.

Undang-Undang pidana yang dikualifikasikan sebadgatum tindak
pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketemikam administrasi
negara, terutama penyalahgunaan kewenangan. Tirgdina yang
menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdaglamd perumusan
tindak pidana korupst

Sejalan dengan Teguh Prasetyo, Azis Syamsudin héapat bahwa
hukum pidana khusus adalah perundang-undanganddndpitertentu yang
bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatlanmdaundang-undang
khusus. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan ndateutkum pidana
khusus antara lain polisi, jaksa, PPNS, dan KPKmd?i&ksaan perkara
hukum pidana khusus dapat dilakukan di pengadilpikor, pengadilan
pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilaakapengadilan HAM,
pengadilan niaga dan pengadilan perikaiian.

Selanjutnya, KUHP yang ada saat ini tidak mampu @an atau
ketinggalan jaman untuk mengikutitrend” perkembangan kejahatan.
Pengalaman mengenai kodifikasi selama hampir duad abenunjukan
bahwa tidak mungkin sebuah kodifikasi itu lengkam duntag? sehingga
dimungkinkan munculnya undang-undang pidana di KlaHP yang secara
parsial mengatur ber-bagai tindak pidana sesuagaterperkembangan
kebutuhan yang ada. Undang-Undang pidana di luaddKldisebut sebagai
tindak pidana khusus. Tujuan pengaturan tindakr@iddusus adalah untuk
mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yadgk titercakup
pengaturannya dalam KUHP. Sudarto mengemukakafahistiundang-
undang pidana khusus” at&ijzondere wetterietapi sulit untuk diuraikan.
Ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagndang-undang
pidana khusus, antara ldfh:

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan

38 Ruslan Renggon@p.cit, him. 30

39 Azis SyamsuddirTindak Pidana Khusyslakarta: Sinar Grafika, 2011, him. 9

40 SudartoKedudukan Hukum Pidana Ekonomi sebagai Hukum Pdsibnesia
Jurnal, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1995, @Im.

41 Ruslan Renggon@p.cit, him. 28
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Peraturan-peraturan hukum administratif yang medgag sanksi
pidana

Undang-undang yang mengandung hukum pidana khaswysmengatur
tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orangrténtu atau
perbuatan tertentu

Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa karakteristik kékhususan

dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hyidama materiil
digambarkan sebagai berikit:

1.
2.

10.

11.
12.

13.

Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus)

Percobaan dan membantu melakukan tindak pidanacatiardengan
hukuman (menyimpang)

Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dafanggaran
(ketentuan khusus)

Perluasan berlakunya asas teritorial (menyimpaiggikean khusus)
Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkamgkar keuangan
dan perekonomian negara (ketentuan khusus)

Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersenditékuan khusus)
Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuatuk memasukkan
tindak pidana yang berada dalam Undang-Undangakséitkan Undang-
Undang lain itu menentukan menjadi tindak pidarsgktuan khusu)
Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korgonasyimpang)
Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (katekhusus)

Adanya pengaturan tindak pidana selain yang didalam Undang-
Undang itu (ketentuan khusus)

Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuarsig

Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain tedapadindak pidana
yang terjadi (ketentuan khusus)

Tindak pidana dapat bersifat politik (ketentuanddms)

Selain terhadap hukum pidana materiil, terdapayipgrangan terhadap

hukum pidana formil sebagai berikut:

1.
2.

Penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa, penyidik KPK
Perkara pidana khusus harus didahulukan dari pegidana lain

42 Ibid, him. 31-32
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3. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwlak pidana
korupsi

4. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atasldasgian negara

5. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus

6. Dianutnya peradilaim absentia

7. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank

8. Dianut pembuktian terbalik

9. Larangan menyebutkan identitas pelapor

10. Perlunya pegawai penghubung

11. Diatur TTS dan TTD

Namun demikian hubungan antara peraturan umum kasuk tersebut
tercakup dalam suatu proses harmonisasi hukum ysgbagai suatu upaya
atau proses untuk merealisasi keselarasan, keaaskaserasian, kecocokan,
keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalamtyran perundang-
undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuamgka sistem hukum
nasional’®

Sebagai suatu aturan khusus yang bersifat khspeteguran di luar
KUHP tersebut harus tetap dan berada dalam batas-ang diperkenankan
oleh hukum pidana formil dan materiil. Menurut Balylanan, sebagdéex
specialisharus memenuhi beberapa syarat, antara*ain:

1. Prinsip bahwa semua kaidah umum berlaku dan pré&eailiali secara
khusus diatur berbeda;

2. Dalam pengertianex specialistermasuk juga asas dan kaidah-kaidah
yang me-nambah kaidah umum yang diterapkan secanal&tif antara
kaidah umum dan kaidah khusus dan bukan hanya itenga
penyimpangan;

3. Dalam lex specialisbermaksud menyimpangi atau mengatur berbeda
denganlex generalisharus dengan motif lebih memperkuat asas dan
kaidah-kaidah umum bukan untuk memperlemah kaidabmy selain
itu harus dapat di-tunjukan pula suatu kebutuhamsith yang hendak

43 Kusnu Goesniadhio Slamédarmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-
undangan,Jurnal Hukum, Vol. 11, Yogyakarta: FH Ull, 2004mhI86

44 Bagir MananSistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencari#gngyakarta: FH Ull
Press, 2005, him. 90
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dicapai yang tidak cukup memadai hanya mempergundiadah
umum;

4. Semua kaidahex specialisharus diatur secara spesifik sebagai kaidah
(norma) bukan sesuatu yang sekedar dilandaskan gsadaasas umum
atau kesimpulan umum belaka;

5. Semua kaidakex specialisharus berada dalam regim hukum yang sama
dan diatur dalam per-tingkatan perundang-undangamg ysederajat
dengan kaidah-kaiddbx generalis.

Tidak ada pendefisian Tindak Pidana Khusus secaka.lBerdasarka
MVT dari pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus'pdadiartikan sebagai
perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundaegamtu di luar KUHP.
Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana kbkusebagai tindak
pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undarfgusks, yang
memberikan peraturan khusus tentang tata caragikaghya, tuntutannya,
pemeriksaanya, maupun sanksinya yang menyimparigke@ntuan yang
dimuat dalam KUHP®

Namun, T. N. Syamsah berpendapat bahwa pengeitidakt pidana
khusus harus dibedakan dari pengertian ketentudangi khusus. Pidana
khusus pada umumnya mengatur tentang tindak pigimg dilakukan dalam
bidang tertentu atau khusus (di luar KUHP) sepdirtoidang perpajakan,
imigrasi, perbankan yang tidak diatur secara umatand KUHP atau yang
diatur menyimpang dari ketentuan pidana umum. Sgdam tindak pidana
khusus adalah tindak pidana yang diatur tersemdifam undang-undang
khusus, yang memberikan peraturan khusus tentarsy mpenyidikannya,
tuntutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yaegyimpang dari
ketentuan yang dimuat dalam KUHP yang lebih ketat &bih berat. Tetapi,
jika tidak diberikan ketentuan yang menyimpangekatan KUHP umum
tetap berlakd®

Tindak pidana khusus itu sangat merugikan masyard&a negara,
maka perlu diadakan tindakan cepat dan perlu divewenang yang lebih
luas kepada penyidik dan penuntut umum, hal inir atgpat mencegah
kerugian yang lebih besar. Macam-macam tindak piddamsus misalnya

45 Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana lakarta: Rajawali Pers, 2013, him. 13
46 T.N. SyamsalTindak Pidana PerpajakaBandung: Alumni, 2011, him. 51
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tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi seidak pidana HAM
berat!

Titik tolak kekhususan suatu peraturan perundamgogan khusus
dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalabjek tindak pidana,
pidana dan pemidanaanya. Subjek hukum Tindak Piddmsus diperluas,
tidak saja meliputi orang pribadi melainkan jugaldra hukum (Korporasi).
Sedangkan dari aspek masalah pemidanaan, diliratpdéa perumusan
ataupun pola ancaman sanksi, Tindak Pidana Khuespest enenyimpang dari
ketentuan KUHP. Substansi Tindak Pidana Khusus amgkut 3
permasalahan yakni tindak pidana, pertanggungjawalttana, serta pidana
dan pemidanaan.

Ruang lingkup Tindak Pidana Khusus tidak bersigap, tetapai dapat
berubah sesuai dengan apakah ada penyimpangamataiapkan sendiri
ketentuan khusus dari Undang-Undang pidana yanggaten substansi
tersebut?®

&l% LATIHAN
=

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai matexiadj
kerjakanlah latihan berikut!

1) Jelaskan definisi hukum pidana menurut Moeljatno Sianons!

2) Sebutkan pengertian pidana menurut:

3) Wirjono Prodjodikoro

4) Van Hamel

5) Sudarto

6) Roeslan Saleh

7) Sebutkan unsur subjektif dari tindak pidana!

8) Sebutkan jenis tindak pidana!

9) Sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana!

10) Sebutkan kelompok yang dikualifikasikan sebagai amgdundang
pidana khusus!

47 Ibid, him. 52
48 Azis Syamsuddinindak Pidana Khusydakarta: Sinar Grafika, 2011, him. 13
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Petunjuk Jawaban Latihan

1) Moeljatno mendefinisikan hukum pidana sebagai bag@aripada
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negarag yaengadakan
dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

a.

Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak lofilekukan,
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau samksj berupa
pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larategsebut
Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mgsglg telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan anpid
sebagaimana yang telah diancamkan

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pitlamapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telalanggar
larangan tersebut.

Simons mendefinisikan hukum pidana sebagai berikut:
Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh nedaacam
dengan nestapa yaitu suatu “pdana” apabila tidalati
Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syanak
penjatuhan pidana

Keseluruhan ketentuan yang mmeberikan dasar urgéniaiuhan
dan penerapan pidana

2) Pengertian pidana menurut para ahli adalah sebagéut:
a. Wirjono Prodjodikoro

Pidana adalah hal-hal dipidanakan oleh instansi ylaarkuasa

yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagaidrad tidak

enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak selsari-h
dilimpahkan.

b. Van Hame

Pidana adalah sesuatu penderitaan yang bersifatighyang telah
dijatuhkan oleh kekuaaan yang berwenang menjatulgidana
atas nama negara sebagai penanggung jawab datitdaiehukum
bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karearay dersebut
telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang #kegaoleh
negara.
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c. Sudarto
Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankpadkeorang
yang melakukan perbuatan yang memenuhi syaratidgat@ntu.

d. Roeslan Saleh
Pidana ialah reaksi atas delik dan berwujud suaitapa yang
dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembilaitdel

Unsur subjektif tindak pidana berupa:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atgingasgperti
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang parda
misalnya di dalam kejahatan — kejahatan pencurmipuan,
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte rseukrti
misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuharumeasal
340 KUHP;

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antargetdapat di dalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Sedangkan, unsur subjektif menurut Simons yaitu:
a. Orangnya mampu bertanggung jawab
Adanya kesalahan (dolus atau culpa)

o

Jenis tindak pidana yaitu:

Kejahatan atau misdrijven dan pelanggaran atauredéngen
Terdapat delik formil dan delik materiil

Delik Dolus dan delik Culpa

Delik commissionis (aktif) dan delik ommisionis g

Delik Aduan dan delik Biasa

Hukum pidana terbagi menjadi beberapa macam, atg@masebagai
berikut:

Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materiil (ius poenale) sebagai sejbrpleraturan hukum
yang mengandung larangan dan perintah atau kelmayasey terhadap
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pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukagi) mereka
yang mewujudkannya.

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adlaakum yang
menetapkan cara negara menggunakan kewenangannyak un
melaksanakan pidana, juga disebut hukum pidanaoitreto karena
mengandung peraturan bagaimana hukum pidana rhatenii hukum
pidana in abstracto dituangkan ke dalam kenyataazo(creto).

b. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus
Sudarto, dikutip oleh Ruslan Renggong, berpenddyadiwva hukum
pidana umum adalah hukum pidana yang dapat dihdwek terhadap
setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum piddnsug
diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atakum yang
mengatur delik-delik tertentu saja.
Hukum pidana khusus menurut Jan Remelink secamrtsmth disebut
delicti propria. Suatu delik yang dilakukan olehsessrang dengan
kualitas atau kualifikasi tertentu. Azis Syamsutlierpendapat bahwa
hukum pidana khusus adalah perundang-undanganddindpitertentu
yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yangrdidlam undang-
undang khusus.

¢. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tevtul
Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP yangerupakan
kodifikasi hukum pidana materiil dan hukum pidar@anfil (hukum
acara pidana) termasuk hukum pidana tertulis yamgifiat khusus dan
hukum pidana yang statusnya lebih rendah daripadiang-undang
dalam arti formil.
Hukum pidana tidak tertulis adalah sebagian besluin adat pidana
berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Daxarat Tahun 1951
yang masih berlaku.

d. Hukum Nasional dan Hukum Pidana Internasional
Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yangtikeleh negara
tertentu yang ruang lingkup berlakunya hanya dajansdiksi negara
tersebut. Hukum pidana internasional adalah hukudana yang
dibentuk oleh masyarakat internasional melalui wrgagan PBB yang
berlaku secara internasional.
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6) Kelompok yang dikualifikasikan sebagai Undang-UrglaRidana

Khusus:

a. Undang-Undang yang tidak dikodifikasikan

b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang medgag sanksi
pidana

c. Undang-Undang yang mengandung hukum pidana khuauag y
mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelotporang
tertentu atau perbuatan tertentu.

<§ RANGKUMAN

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukudangi.
Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana adalatugengertian
yuridis seperti halnya untuk memberikan definisauatpengertian
terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mmudetuk
memberikan definisi atau pengertian terhadap Fstilemdak pidana.
Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istikthafbaarfeit dan
dalam kepustaan tentang hukum pidana sebagai dséangkan
pembuat Undang-Undang merumuskan istilah peristpidana atau
perbuatan pidana atau yang sering disebut sebadaktpidana.

Tindak pidana memiliki syarat-syarat tertentu ydwagus dipenuhi.
Pada umumnya syarat-syarat tersebut dikenal demnggur-unsur tindak
pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabilaugtan yang
dilakukannya memenuhi syarat-syarat tindak pidamaa strafbaarfeit,
yaitu melanggar hukum, kualitas si pelaku, dan &ktas.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana atstrafbaarfeit, terdapat
unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari alingmnyaitu aliran
monistis dan aliran dualistis Pandangan monistis adalah suatu
pandangan yang melihat keseluruhan syarat untukyadpidana itu
kesemuanyamerupakan sifat dari perbuatan. Pandardialistis
memisahkan antara perbuatan pidana dan pertangguatzgan pidana.
Apabila menurut pandangan Monistis dalam pengettiiasiak pidana
sudah tercakup di dalamnya baik usur perbuatan womaupnsur
orangnya, dalam pandangan dualistis dalam tindakangi hanya
mencakup perbuatannya saja, sedangkan pertangguwalpgn pidana
tidak menjadi unsur tindak pidana. Pandangan inmyamkan bahwa
untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telghdi perbuatan
pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahatau
pertanggungjawab pidana.

Hukum pidana terbagi menjadi beberapa macam, yaitkum
pidana materiil dan hukum pidana formil; hukum pidaumum dan

)

1)

)

)
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hukum pidana khusus; hukum pidana tertulis dan mukndak pidana
tidak tertulis; dan hukum nasional dan hukum pidani@rnasional.
Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pid&husus
sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidkhasus, namun
pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara ketliadn itersebut. Tidak
ada pendefisian Tindak Pidana Khusus secara basxdaBarka MvT
dari pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dagiirtikan sebagai
perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundategyéentu di luar
KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pa&akhusus
sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalamdang-undang
khusus, yang memberikan peraturan khusus tentarlg tara
penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaanya, maumnksinya yang
menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.

% TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Di bawah ini adalah pengertian hukum pidana men8mmions,kecuali

A. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh nedaacam
dengan nestapa apabila tidak ditaati

B. Pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabileo@atey yang
disangka telah melanggar larangan tersebut

C. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syanatik
penjatuhan pidana

D. Keseluruhan ketentuan yang mmeberikan dasar untufaiuhan
dan penerapan pidana

2) Pidana adalah hal-hal dipidanakan oleh instansp yla@rkuasa yang
dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal y#ak tenak
dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hamghahkan. Definisi
tersebut merupakan definisi menurut ....

A. Lamintang

B. Roeslan Saleh

C. Wirjono Prodjodikoro
D. Para Ahli
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3) Ahli di bawah ini yang mempertanyakan istilah pidadalah ....
A. Lamintang
B. Roeslan Saleh
C. Simons
D. Sudarto

4) Di bawah ini yandoukanmerupakan unsur-unsur pidana adalah ....

A. Pidana adalah aturan yang mengatur tentang perikata

B. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengeeaderitaan
atau nestapa

C. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang bdaian yang
mempunyai kekuasaan

D. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telatkokela tindak
pidana menurut undang—undang

5) Yangtidaktermasuk pidana pokok Di bawah ini adalah ....
A. Pidana mati
B. Pidana penjara
C. Pidana denda
D. Pidana khusus

6) Delictumadalah istilah dari ....

A. Hukum
B. Kalimat
C. Delik

D. Culpa

7) Perbuatan yang melanggar horma-norma yang berkkimdmasyarakat
dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakatangkdn secara
psikologis ialah perbuatan manusia yang abnormaig yéersifat
melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor-fak&mwaan dari si
pelaku perbuatan tersebut. Kalimat tersebut mewrupagengertian
kejahatan atau tindak pidana menurut ....

A. Moeljatno

B. Djoko Prakoso
C. Oscar Wilde

D. Jeremy Scott

8) Dibawah ini yandukanunsur dari istilah tindak pidana adalah ....
A. Bar
B. Straf
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C. Feit
D. Baar

9) Strafbaarfeit adalah kelakuan manusi@menselijke gedragingyang
dirumuskan dalam undang-undaggng bersifat melawan hukum, yang
patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan
merupakan pengertiéBtrafbaarfeitmenurut ....

A. Van Hamel
B. Djoko Prakoso
C. Moeljatno
D. Lamintang

10) Unsur-unsur tindak pidana di bawah ini adalah hekeuali....
A. Melanggar hukum
B. Sesuai dengan hokum
C. Kualitas si pelaku
D. Kausalitas

11) Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno di bawai adalah
benarkecuali....
A. Niat
B. Perbuatan
C. Memenuhi rumusan dalam undang-undang
D. Dipenuhinya syarat formil

12) Tindak pidana dalam KUHP dapat dijabarkan unsuttmgé menjadi
dua macam, yaitu unsur subjektif dan objektif. Kt tersebut
merupakan pendapat dari ....

A. Van Hamel

B. Djoko Prakoso
C. Moeljatno

D. Lamintang

13) Dalam tindak pidana terdapat ....
A. Kejahatan dan perbuatan
B. Perbuatan dan pelanggaran
C. Pelanggaran dan kejahatan
D. Perbuatan dan kejahatan
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14) Tindak pidana khusus diatur dalam undang-undahgadihukum pidana
umum. Kalimat tersebut merupakan pernyataan dari ..
A. Pompe
B. Stalin
C. Jam Remelink
D. Teguh Prasetyo

15) Tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yarigrdiersendiri dalam
undang-undang khusus, yang memberikan peraturasukhentang tata
cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaanya, parausanksinya
yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalarilRunerupakan
tindak pidana khusus menurut ....

A. Teguh Prasetyo
B. Rochmat Soemitro
C. Pompe

D. Adami Chazawi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban desdif 1 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawabyang benar.
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetamgktt penguasaan
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

Jumlah Jawaban yang Ben)gioo%
Jumlah Soal

Tingkat penguasaan

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89&abaik
70 - 79&6cukup
<%0= kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebiida dapat
meneruskan dengan Kegiatan BelajaBagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar lytéena bagian yang
belum dikuasai.
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KEGIATAN BELAJAR 2
Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus

engan adanya perkembangan dalam masyarakat, unarkemuhi

kebutuhan hukum dan mengimbangi perkembangan nasytayang
berkembang pesat, baik peraturan sebagai penyeagiuriketentuan-
ketentuan yang telah ada dalam KUHP, maka dibeatuléberapa peraturan
perundang-undangan pidana yang bersifat khiisus.

Tindak Pidana Khusus mengalami perkembangan yangatgpesat
sehingga telah diatur dalam peraturan perundangngath secara khusus
baik hukum materiilnya maupun hukum formilnya. Bsrian dengan
fenomena pembentukan berbagai peraturan perundatapgan tindak
pidana khusus, Muladi mengakui bahwa perkembangkurh pidana di luar
kodifikasi KUHP, khususnya berupa Undang-Undangi@inPidana Khusus.
Kedudukan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus ddlakum pidana
yaitu sebagai pelengkap dari hukum pidana yang difikasikan dalam
KUHP.

Hakim yang mempunyai tugas pokok memeriksa dan rhesperkara
melalui proses persidangan di pengadilan, jugashaemantiasa mengikuti
perkembangan hukum pidana khusus sehingga putasandihasilkan dapat
mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dapastian hukum.
Hakim dituntut untuk mengembangkan kemampuan pehgah hukum
termasuk hukum pidana khusus baik mulai dari ndnoeum yang berlaku
di masyarakat, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukperaturan
perundangundangan, sampai dengan penerapan  hukunmmg ya
dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan.

Setelah mengetahui pengertian hukum pidana khehegaimana telah
dijelaskan sebelumya, terdapat ruang lingkup tindadana khusus yang
mengikuti sifat dan karakter hukum pidana khuswasgydasar hukumnya
diatur di luar KUHP. Sifat dan karakter hukum pidathusus terletak pada

49 Ruslan Renggonglukum Pidana Khusugakarta: Kencana, 2016, him. 4
50 Komisi Yudisial Republik IndonesigProceeding: Pelatihan Hukum Pidana
Khusus Bagi Hakim Tinggi, Makassdgkarta: KY, 2012, xIm. xiii



1.30 TINDAK PIDANA KHUSUS @

kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana umunaj dari subjek
hukumnya yang tidak hanya orang tetapi juga kogiéta

Selain itu, mengenai ketentuan sanksi yang umunhelyid berat dan
juga mengenai hukum acara yang biasanya digungkga, hukum acara
pidana khusus. Ruang lingkup hukum pidana khusiek tbersifat tetap,
tetapi dapat berubah tergantung dengan apa adaingEmngan atau
menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undangrgndgidana yang
mengatur substansi tertentu.

Azis syamsudin berpendapat bahwa substansi hukwanai khusus
menyangkut tiga permasalahan, yaitu tindak pidgeatanggungjawaban
pidana, serta pidana dan pemidartan.

Berikut adalah perbandingan ruang lingkup tindattapa umum dan
tindak pidana khusus di Mahkamah Agung, sebagainerampir dalam
Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2013 dan Kagak
sebagaimana terdapat dalam PERJA Nomor PER-036/@9/2011 tentang
SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan PE&3»ar PERJA-
039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administraahdleknis Penanganan
Perkara Tindak Pidana Khusis :

KLASIFIKASI MAHKAMAH KEJAKSAAN
AGUNG
Pidana Umum | 1. Kekerasan 1. Tindakan Pidana terhadap
2. Penpuan Orang dan Harta Benda
3. Penggelapan a. Kejahatan Terhadap Asal-
4. Pencurian Usul Perkawinan
5. Nyawa dan b. Meninggalkan Orang
Tubuh Orang Yang Perlu Ditolong
6. Pengrusakan c. Penghinaan
7. Akta Palsu d. Kejahatan Terhadap
8. Kealpaan Kemerdekaan Orang
9. Pemalsuan e. Kejahatan Terhadap

51 Op.cit, him. 57

52 Azis SyamsudinTindak Pidana Khusuygakarta: Sinar Grafika, 2011

53 Anugerah Rizki Akbari,Artikel: Polemik Penyusunan Rancangan KUHP:
Kesehatan Berpikir terhadap Konsep Kaodifikasi, Bifn Lex Specialis, dan
Klasifikasi Tindak PidanaFiat Justitia Vol. 2, Depok: MaPPI FHUI, 2014mhI2
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KLASIFIKASI

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

24.

MAHKAMAH

AGUNG
Perbuatan
Tidak
Menyenangka
n
Perjudian
Perzinahan
Keterangan
Palsu
Penyerobotan
Perampasan
Pemerkosaan
Penghinaan
Penadahan
Pemerasan
dan
Pengancaman
Fitnah
Pencemaran
Nama Baik
Poligami Liar
Ketertiban
Umum
Lain-Lain

1.31

KEJAKSAAN

Nyawa
Penganiayaan
Menyebabkan Mati Atau
Luka Karena Kealpaan
Pencurian
Pemeriksaan dap
Pengancaman
Penggelapan
Perbuatan Curang
Perbuatan Merugikan
Pemiutang Atau Orang
Yang Mempunyai Hak

Penghancuran Atau
Perusakan Barang
Penadahan, Penerbitan,

dan Percetakan
Pelanggaran Mengenai
Asal-Usul Perkawinan
Pelanggaran Terhadap
Orang Yang Memerlukan
Pertolongan
Pelanggaran Mengenai
Tanah, Tanaman dan
Pekarangan

Tindak Pidana terhadap Oral
dan Harta Benda

b.

a. Kejahatan Terhadap
Keamanan Negara
Kejahatan Terhadap
Martabat Presiden dan
Wakil Presiden
Kejahatan Terhadap
Negara Sahabat dan

Terhadap Kepala Negara
Sahabat Serta Wakilnya
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KEJAKSAAN

AGUNG

3

23T 0>

Kejahatan Melakuka
Kewajiban Umum dan
Hak Kenegaraan
Kejahatan Terhadap
Ketertiban Umum
Perkelaian Tanding
Kejahatan Yang
Membahayakan
Keamanan Umum Bagi
Orang Atau Barang
Kejahatan Terhadap
Penguasa Umum
Sumpah  Palsu Atau
Keterangan Palsu
Pemalsuan Mata Uang
dan Uang Kertas
Pemalsuan Materai dg
Merk

Pemalsuan Surat
Kejahatan Terhadap
Kesusilaan
Kejahatan Rahasia
Kejahatan Jabatan
Kejahatan Pelayaran
Kejahatan  Penerbangan
dan Kejahatan Terhadap
Sarana Atau Prasarana
Penerbangan
Pelanggaran  Keamanan
Umum Bagi Orang Atadl
Barang Dan Kesehatan

5

Pelanggaran  Ketertiban
Umum
Pelanggaran Penguasa
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KLASIFIKASI MAHKAMAH KEJAKSAAN
AGUNG
Umum
u. Pelanggaran Kesusilaan
v. Pelanggaran Jabatan
w. Pelanggaran Pelayaran
Pidana Khusug 1. Korupsi Perkara tindak pidana korupsi,
2. Narkotika dan tindak pidana perikanan, dan
Psikotropika perkara tindak pidana ekonomi
3. Perlindungan (kepabeanan dan cukai)
Anak Perkara pelanggaran HAM
4. Kekerasan yang berat yang
Dalam Rumah penanganannya hanya (di
Tangga (KDRT) Kejaksaan Agung
5. Kehutanan Perkara tindak pidana khusls
6. Migas lainnya
7. Kepabeanan
8. HAKI
9. Perikanan
10. Perbankan
11. Perumahan
12. Lingkungan
Hidup
13. Perdagangan
Orang
14. Kesehatan
15. Senjata Api
16. Perlindungan
Konsumen
17. Pencucian Uang
18. Ketenagakerjaan
19. Pornografi
20. Perpajakan
21. Terorisme
22. Lain-Lain
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Selanjutnya, ruang lingkup tindak pidana khususmabuku Ruslan
Renggong tidak berbeda jauh, tetapi terdapat bphdnadak pidana khusus
lainnya, sebagai berikat:

1. Korupsi
Pencucian Uang
Terorisme
Pengadilan Hak Asasi Manusia
Narkotika
Psikotropika
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Oerikanan
. Kehutanan
. Penataan Ruang
. Keimigrasian
. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
. Kesehatan
. Praktik Kedokteran
. Sistem Pendidikan Nasional
. Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
. Perlindungan Anak
. Informasi dan Transaksi Elektronik
. Pornografi
. Kepabeanan
. Cukai
. Perlindungan Konsumen
. Pangan
. Paten
. Merk
. Hak Cipta
. Pemilihan Umum (Pemilu)
. Kewarganegaraan
. Penerbangan

©CoNoO~WN

W WNDNDNNNNNMNNNNRPRPRPPRPERPERPERPRPRPRRERE
PO OWO~NOUAAWNPOOONOOOUGM~MWNDNEO

54 Ruslan Renggon@p.cit, him. 58
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bagaimee@egak hukum
mengklasifikasikan tindak pidana umum dan tindattapa khusus secara
berbeda, tindak pidana khusus cenderung mengilarkembangan jaman
selain tidak diatur dalam KUHP. Hal ini menunjukkbahwa bagaimana
tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Selanjutnya akan dijelaskan secara singkat tetikaitk-tindak pidana
khusus dalam buku Ruslan Renggong yang telah dismbuli atas, antara
lain:

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang 3oTahun 1999
jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemtzam Tindak
Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pengertian korupsi agéimana diatur dalam
Pasal 2 UU Tipikor adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukambuptan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sulatgporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian négara.

Sudarto berpendapat bahwa kata korupsi menunjuk parbuatan yang
rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan denganadwgan. Selain itu, Henry
Campbell Black mengemukakan bahwa korupsi itu sgibpgrbuatan yang
dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatutegan yang tidak
resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara sakhggunakan jabatannya
atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntumgfak dirinya sendiri
atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannyahdd&rhak dari pihak
lain %

Secara sosiologis, tiga jenis korupsi menurut Marivéas adalah sebagai
berikut®’

a. Korupsi karena kebutuhan

b. Korupsi untuk memperkaya diri

c. Korupsi karena peluang

55 Ibid

56 Azis SyamsudirQp.cit, him. 137

57 Marwan MasPemberantasan Tindak Pidana Korupdakarta: Ghalia Indonesia,
2014, him. 12
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Selain itu, korupsi pada umumnya terjadi di Indémedikarenakan oleh
beberapa hal, yaitif:

Sistem yang keliru

Gaji yang rendah

Law enforcement tidak berjalan

Hukuman yang ringan

Tidak ada keteladanan pemimpin

Masyarakat yang apatis

~®P o0 oT®

Subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimanarmi#iam Pasal 1 angka
1, 2, dan 3 UU Tipikor antara lain:
a. Korporasi
b. Pegawai negeri, meliputi:
1) Pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Undang#dntdatang
Kepegawaian
2) Pegawai negeri sebagaimana diatur dalam KUHP
3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuanggaraeatau
daerabh;
4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu kaspo/ang
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang
menggunakan modal atau fasilitas dari negara ateyanakat.

Secara normatif tindak pidana korupsi termasuk Hagn yang luar
biasa éxtraordinary crimels Apabila dikaji dari pandangan doktrin, Romli
Atmasasmita berpendapat baht¥a:

“Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidanapkg baik dari
sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan aéteihengkajinya secara
mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan batkeeupsi di Indonesia
bukan merupakan kejahatan biasa melainkan sudabpailen kejahatan
yang sangat luar biasa. Selanjutnya, jika dikaji disi akibat atau dampak
negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan aahgionesia sejak

581bid, him. 13
59 Romli Atmasasmitakorupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di
Indonesia Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 2002, Bbn.
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pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas baperhuatan korupsi
merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosjaltraiddonesia.”

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, penangga mengikuti
prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acalanpi, baik diatur dalam
KUHAP maupun Undang-Undang yang mengatur secaraushtientang
korupsi. Penyelidikan dan penyidikan tindak pid&naupsi dapat dilakukan
oleh tiga institusi, yaitu penyelidik dan penyidflepolisian, penyelidik dan
penyidik Kejaksaan, dan penyelidik dan penyidik KPRerkara tindak
pidana korupsi diadili secara khusus oleh pengaditadak pidana korupsi
(Pengadilan TIPIKOR). Pengadilan TIPIKOR terbents&iring dengan
terbentuknya KPK.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidsaru dalam
sistem hukum pidana Indonesia. Tindak pidana peacutang tidak hanya
mengancam stabilitas perekonomian dan integritsterai keuangan, tetapi
juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bganakat, berbangsa,
dan bernegar.

Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undandpbig No. 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasatak TiRidana
Pencucian Uang (UU Pencucian Uang). Pencucian s&figgaimana diatur
dalam Pasal 1 angka 1 UU Pencucian Uang, adalalaspgrbuatan yang
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengtentilan dalam UU
Pencucian Uang. Dalam pengertian ini, unsur-unsmgydimaksud adalah
unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum sesgarunerupakan hasil
tindak pidana.

Sutan Remy Sjahdeni mendefinisikan pencucian uatag eoney
launderingsebagai berikut:

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yangkuttidan oleh

seseorang atau organisasi terhadap uang haram waitg yang

berasaldari kejahatan dengan maksud untuk menyeyikamn atau
menyamarkan asalusul uang tersebut dari pemeratgahotoritas yang
berwenang melakukan penindakan terhadap tindaknpid&ngan cara

60 Ibid, him. 93
61 Sutan Remy SjahdenBeluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pembiayaan Terorismdakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, him. 5
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terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sisteangan (finacial
system)sehingga uang tersebut kemudian dapat dikain dari sistem
keuangan itu sebagai uang yang halal.”

Gerry A. Perguson, dikutip oleh Alma Manuputty Hetiwv,

mengemukakan bahwa mekanisme pencucian uangnataey laundering
terdiri atas tiga tahapan, yaftt:

a.

Placement

Penempatan uang hasil kejahatan atau perbuatarwamelaukum ke
dalam deposito bank, real estate, atau saham-sdtmaversi ke mata
uang lainnya atau transfer uang ke dalam valutegasntuk sementara
waktu.

Layering

Membuatn transaksi-transaksi keuangan yang kommlaksrumit serta
berlapis-lapis, dilindungi oleh pelbagai bentuk wingitas dan rahasia
profesional, sering melibatkan beberapa negaragedisulit pelacakan
oleh penegak hukum.

Integration

Tipu muslihat untuk dapat memberikian legitimashélap uang hasil
kejahatan. Biasanya yang sering dilakukan adalatempatkan uang di
bank yang bersangkutan. Pemilik uang yang bersaagkisa memakai
uang secara terang-terangan. Pada tahap ini uaiickéiahatan tersebut
sulit untuk dikenali atau di claim sebagai hasjakatan.

Subjek hukum tindak pidana pencucian uang sebagairdatur dalam

UU Pencucian Uang yaitu:

a.
b.

Orang Perseorangan
Korporasi

Sedangkan, objek tindak pidana pencucian uang gei)ala perbuatan

yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagairdatar dalam UU

62 Alma Manuputty Pattileuwjurnal Hukum: Money Laundering Suatu Kejahatan

yang Berdimensi Internasionadlakassar: Fakultas Hukum Universitas “45”, him.
77
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Pencucian Uang. Proses hukum tindak pidana pencu@ag terdiri dari
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan melaluingid@engadilan yang
diatur mulai dari Pasal 68 sampai Pasal 82 UU Reacuwang.

3. Tindak Pidana Terorisme

Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Unddog 15 Tahun
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Péingfatang-Undang
No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak & iflarorisme, menjadi
Undang-Undang (UU Terorisme).

Terorisme menurut Black Law’s Dictionary merupakegiatan yang
melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkak é&fhaya bagi
kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, jdag dimaksudkan
untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengarwhijakan pemerintah,
dan mempengaruhi penyelenggaraan dengan cara ixanculatau
pembunuhaf®

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar b{gséraordinary
crime), hal ini dikarenakan terorisme dilakukanhofeenjahat-penjahat yang
tergolong profesional, produk rekayasa dan pemanktkemampuan
intelektual, terorganisir, dan didukung dana yaidgk sedikit. Selain itu,
terorisme tidak hanya menjatuhkan kewibawaan Nedamabangsa, tetapi
juga mengakibatkan korban dalam jumlah yang bemag perjatuhaff

Subjek hukum tindak pidana terorisme segaimanaudidalam UU
Terorisme yaitu:

a. Orang
b. Korporasi

Dalam tindak pidana terorisme, tidak hanya dilakulkdeh “Orang”
yang dianggap dewasa, tetapi juga dapat dilakule@nmarang yang masih Di
bawah umur, yaitu anak. Pelaku tindak pidana tempgi oleh anak juga
diatur dalam UU Terorisme.

63 Ari Wibowo, Hukum Pidana Terorisme; Kebijakan Formulatif Hukiidana
dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme doivedia Yogyakarta: Graha
limu, 2012, him. 64

64 Abdul Wahid,Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan huyku
Bandung: Refika Aditama, 2004, him. 59
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Tindak pidana terorisme, menurut Pasal 6 UU Temwjsadalah sebagai
berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan dezeratau

ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror a@uataut terhadap
orang secara meluas atau menimbulkan korban yargjfatemassal,

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnyeanyan harta

benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan k#hancuran

terhadap obyek-obyek vital yang strategis atauklimgan hidup atau

fasilitas publik atau fasilitas internasional,digigh dengan pidana mati
atau penjara seumur hidup atau pidana penjaragpsilitgkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Selanjutnya, kualifikasi tindak pidana terorismebaggimana diatur
dalam UU Terorisme antara lain:
Delik materiil
Delik formil
Delik percobaan
Delik pembantuan
Delik penyertaan
Delik perencanaan

~®P o0 T

4. Tindak Pidana dalam Pengadilan HAM

Pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang No. 2&ufa2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilai). Pengadilan
HAM merupakan pengadilan yang memeriksa dan merkartusegala
bentuk pelanggaran HAM yang berat, termasuk genosidn kejahatan
kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM beeatgdelilan HAM
merupakan pengadilan khusus yang berada Di bawalifza umunf?

Selanjutnya, dalam penjelasan UU Pengadilan HANgnagaran HAM
berat merupakan extraordinary crime dan berdampedéira luas baik pada
tingkat nasional maupun internasional dan bukanupaan tindak pidana
yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerudieik materiil maupun

65 Zainal Abidin,Artikel: Pengadilan Hak Asasi Manusia di IndonesRegulasi,
Penerapan dan Perkembangannya, 2010, him. 2, website:
http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2@B/25.-Pengadilan-Hak-
Asasi-Manusia-di-Indonesia_Regulasi-Penerapan-dark&mbangannya.pdf
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immateriil, yang mengakibatkan perasaan tidak antmik terhadap
perseorangan maupun masyarakat, sehingga perluaséipalihkan dalam
mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamdiatertiban,
ketentrman, keadilan, dan kesejahteraan bagi $elaasyarakat Indonesia.
Genosida menurut Black’s Law Dictionaryyaitu: an eemmitted with
the intent to destroy, in whole apart, a natioedhnic, racial, or religious
group. Sedangkan kejahatan kemanusiaan, dalam mas@) Piagam
Nuremberg yang membentuk Mahkamah Militer Interoiaai Nuremberg,
adalah sebagai berikut:
“Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi,
perbuatanperbuatan tidak manusiawi lainnya yangkdKan terhadap
populasi sipil, sebelum atau selama perang, atesekesi-persekusi atas
dasar-dasar politik, rasa atau agama sebagai pek#s dari atau
berhubungan dengan setiap kejahatan yang beradalain yurisdiksi
pengadilan tersebut baik yang melanggar ataupak tidikum Negara
setempat di mana ia dilakukan.”

Selain itu, Komisi Hukum Internasional merumuskamjakatan
kemanusiaan sebadéi:

“Dalam ketentuan yang dihasilkan berikutnya yangkai dengan
pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan ini, rtsef&tatuta
International Criminal Tribunal of Yugoslavia (ICTY masih
berpedoman pada Piagam Nuremberg, barulah paddsSkaternational
Criminal Tribunal for Rwanda “Tindakan-tindakan gantidak
manusiawi yang dilakukan oleh para penguasa suagafd atau oleh
individu-individu perseorangan terhadap suatu pagiukipil seperti
pembunuhan, atau pemusnahan, atau perbudakandepeautasi, atau
persekusi-persekusi atas dasar-dasar politik, agama, atau budaya,
bilamana tindakan-tindakan demikian dengan kejahkégahatan lain
yang didefenisikan dalam pasal ini”

dan

66 Erikson Hasiholan GultonKompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan

Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timondr: Tinjauan Hukum
Internasional Terhadap Kompetensi Mahkamah Pidangéerhasional dalam
Mengadili Individu-individu yang Bertanggung Jawatas Terjadinya Kejahatan
Terhadap Kemanusiaan dan Relevansinya dengan Ranaliasus Timor Timur
Sekitar Masa Referendum 199@karta: Tatanusa, 2006, him. 45
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Pelanggaran HAM berat atau dikenal dengan grodatido of human
rights atau greaves breaches of human rights dlanvensi Jenewa 1949
dan protokolnya, tidak dikenal dalam Undang-unddogior 39 tahun 1999
tentang HAM.

Selanjutnya, karena dasar dari hukum HAM adalaluhruinternasional,
subjek Hukum dalam bidang HAM yaifu:

a. Aktor Negara — Pemangku Kewajiban
b. Aktor Non-Negara — Pemangku Kewajiban
c. Aktor Non-Negara — Pemangku Hak

5. Tindak Pidana Narkotika
Tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Und&tg 35 Tahun
2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Narkotikabagaimana diatur
dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah sebaykiub:
“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau btéaaman, baik
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyelmapkaurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi pasam
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkagrg@btungan, yang
dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimatemper dalam
Undang-Undang ini.”

Pada pasal 6 ayat (1) UU Narkotika ditetapkan j@mig narkotika
sebagai berikut:
a. Narkotika Golongan |
b. Narkotika Golongan Il
c. Narkotika Golongan llI

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kegantkepentingan
pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Mentes¢katan dapat memberi
ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembagaigiéad untuk membeli
atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau unteisgdiaan ataupun
menguasai tanaman papaver, koka dan génja.

67 Rhona K.M. Smith, et.alHukum Hak Asasi Manusi&,ogyakarta: PUSHAM
Ull, 2008, him. 53

68 Soedjono Dirdjosisword;lukum Narkotika di IndonesiaBandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1990, him. 137
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Jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalanfirm heroin
(putauw), petidin, termasuk ganja atau kanabis,iymana, hashis dan
kokain. Terdapat sekitar 3,2 juta pengguna narkdbéndonesia, secara
Nasional dari total 111.000 tahanan, 30% karenaiskamrkoba, perkara
narkoba telah menembus batas gender, kelas ekdradrkan usia®

6. Tindak Pidana Psikotropika

Tindak pidana psikotropika diatur dalam Undang-Ungd&lo. 5 Tahun
1997 (UU Psikotropika). Psikotropika, sebagaimarstud dalam Pasal 1
angka 1 UU Psikotropika, merupakan zat atau oleik dlamiah maupun
sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikbatgialui pengaruh selektif
pada susunan saraf pusat yang menyebabkan peruklahsipada aktivitas
mental dan perilaku.

Psikotropika dalam Pasal 2 ayat (2) UU Psikotropligolongkan ke
dalam beberapa golongan antara lain:
a. Psikotropika golongan |
b. Psikotropika golongan Il
c. Psikotropika golongan Ill
d. Psikotropika golongan IV

Tindak Pidana Psikotropika merupakan suatu kejahgag dampaknya
sangat berbahaya. Psikotropika sudah menjadi bayang biasa didalam
masyarakat. Hampir semua kalangan dapat menyalakgnnpsikotropika
berbagai golongan.

Jenis Psikotropika yang sering disalahgunakan hdamfetamin,
ekstasi, shabu, obat penenang seperti mogadorprmohydumolid, lexotan,
pil koplo, BK, termasuk LSD, Mushroom.

7. Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayatikkosistemnya

Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam HayatiEleosistemnya
diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tenkantservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KonservashyD

69 Mahkamah KonstitusBerita Mahkamah KonstitusiNo. 19, Edisi April-Mei,
Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2007, him. 15
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Sumber daya alam hayati sebagaimana diatur dalaal Pangka 1 UU
Konservasi SDA adalah unsur-unsur hayati di alangyterdiri dari sumber
daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alamartigsatwa) yang
bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya se&aseluruhan
membentuk ekosistem. Sedangkan, konservasi sumdnga dlam hayati
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU KasieBDA adalah
pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatalilakukan secara
bijaksana untuk menjamin kesinambungan persedi@ardgngan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaamanilainya.

Tindak pidana terhadap konservasi sumber daya dlayati dan
ekosistemnya yang sering ditemui antara lailegal logging dan
perdagangan satwa. Selanjutnya, subjek hukum tirnpld&na konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu:

a. Orang
b. Korporasi

Konsep penegakan hukum terhadap tindak pidana ka@asiesumber
daya alam hayati dan ekosistemnya dalam UU KonseBI2A berupa:
a. Tindak pidana materiil
b. Tindak pidana formil
c. Tondak pidana konservasi sumber daya alam adal@hdtan dan
pelanggaran.

8. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undamgltang No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaagkuimgan Hidup (UU
PPLH).

Lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Paaagka 1 UU PPLH
merupakan kesatuan ruang dengan semua bendakdaglaan, dan makhluk
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang meggehi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesepdmermanusia serta
makhluk hidup lain.
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Lingkungan hidup dikelompokkan ke dalam tiga kelofff
a. Lingkungan fisik (physical environment)
Lingkungan biologis (biological environment)
c. Lingkungan sosial (social environment)

o

Tindak pidana lingkungan hidup merugikan masyarakditar, karena
akan membawa dampak yang negatif, seperti akannmbafitan banyak
penyakit yang terserang, bukan hanya itu, air ddaraipun juga tercemar.
Tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh:

a. Orang
b. Korporasi

9. Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undising 45 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. BanT2004 tentang
Perikanan (UU Perikanan). Perikanan adalah kegigtarg berhubungan
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberday# ikan.

Kegiatan yang termasuk ke dalam perikanan ialaprpdaksi, produksi,
pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksadalean suatu sistem
bisnis perikana® Selain itu, tindak pidana perikanan sebagaimaasudi
dalam UU Perikanan ialah delik kejahatan dan dasdilanggaran.

Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan menetapkan bahwg gamaksud
dengan tindak pidana perikanan ialah tindak pidgaiag dilakukan oleh
setiap orang yang dengan sengaja di bawah pengelpkrikanan Republik
Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau phdayaan ikan
dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologisarbagdeledak, alat
dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat meanugikan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dardfiatgungan di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

70 Fuad AmsyariPrinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungdakarta: Ghalia
Indonesia, 1977, him. 11

71 Djoko TribawonoHukum Perikanan Indonesi8andung: PT. Citra Aditya Bakti,
2002, him. 22

72 Supriadi dan AlimuddinHukum Perikanan Indonesialakarta: Sinar Grafika,
2011, him. 68
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Penanganan perkara tindak pidana perikanan yaitaluh@engadilan
perikanan. Pengadilan perikanan merupakan salah ptgadilan khusus
dalam lingkungan peradilan umum. Pembentukan pélagagberikanan
sesuai dengan Pasal 71 UU Perikanan.

10. Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana kehutanan diatur dalam Undang-Unddog41 Tahun
1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Kehutandagsemana diatur
dalam Pasal 1 angka 1 UU Kehutanan adalah sistemgupgsan yang
bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, daih Iatan yang
diselenggarakan secara terpadu.

Tindak pidana kehutanan dapat mengakibatkan pesiganshutan yang
semakin luas dan kompleks, berdampak luar biaga selibatkan banyak
pihak di dalamnya. Kerusakan yang ditimbulkannyahtenencapai tingkat
yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan Hidngsa dan negara.
Tindak pidana kehutanan dilakukan dengan sengaejanfstnya, penetapan
larangan dalam hukum pidana kehutanan oleh pembuhtKehutanan
dimaksudkan dapat menjadi kenyataan melalui prgpsgsegakan hukum
pidana kehutanan untuk mencegah kerusakan hutammeamjudkan cita-
cita hukum’

Penegakan hukum tindak pidana kehutanan yang hejkén
dilakukan melalui konsolidasi dan koordinasi ant@epartemen Kehutanan
dengan Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Pemeridtatah dan Instansi
terkait. UU Kehutanan merumuskan bentuk tindak médkehutanan, yaitu
berdasarkan kejahatan dan pelanggaran.

Subjek hukum yang biasa melakukan tindak pidanautielan pada
umumnya antara lain:

a. Orang
b. Korporasi

11. Tindak Pidana Penataan Ruang
Tindak pidana penataan ruang diatur dalam Undardgpbipy No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Tata Ruanfjta ruang

73 Satjipto Rahardjd®?enegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosioloyizgyakarta:
Genta Publishing, 2009, him. 24
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sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU TatmdgRialah wujud
truktur ruang dan pola ruang.

Sedangkan definisi penataan ruang, sebagaimanar dialam Pasal 1
angka 5 UU Tata Ruang merupakan suatu sistem ppeescanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pent@amfaauang.
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalnetppan peraturan
zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disiriesgrta pengenaan sanksi
menurut Pasal 35 UU Tata Ruang.

Mengenai pengenaan sanksi diatur dalam Pasal 3%rgdrdndang
Nomor 26 Tahun 2007 yang merupakan tindakan péaertyang dilakukan
terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai deegeana tata ruang dan
peraturan zonasi, dimana pemanfaatan ruang yarak tisuai dengan
rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengam rizaupun yang tidak
memiliki izin dikenai sanksi adminstratif, sankddg@na penjara, dan/atau
sanksi pidana denda.

12. Tindak Pidana Keimigrasian
Tindak pidana keimigrasian diatur dalam Undang-UigdBo. 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). UU tgjrasian bersifat
khusus, mengatur hukum acara pidana yang merupad@agecualian dari
acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Keimigrasiabhagaimana diatur
dalam Pasal 1 ayat 1 UU Keimigrasian yaitu:
“Keimigrasian adalah hal ihwal orang yang masuli aeluar wilayah
Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjegaknya
kedaulatan Negara.”

Keimigrasian terdapat 2 (dua) unsur pengaturan pangng, yaitu :

Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalsloang yang masuk,
keluar dan tinggal dari dan dalam wilayah NegarauRék Indonesia.

Pengaturan tentang berbagai pengawasan tidak laapg asing saja,
namun juga warga Negara Indonesia di wilayah Insi@neguna tegaknya
kedaulatan negara.

Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukimmgkasian
baik yang bersifat administratif maupun tindak pigakeimigrasian.
Pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan uomukontrol atau



1.48 TINDAK PIDANA KHUSUS @

mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telahi slegan rencana
atau aturan yang ditentukh.

Selanjutnya, subjek hukum yang melakukan tindakmadkeimigrasian
adalah sebagai berikut:
a. Orang
b. Korporasi

13. Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan diafatam Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dagk@stan Jalan (UU
LLAJ).
Lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana didlam Pasal 1 angka
1 UU LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang teats lalu lintas, angkutan
jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan,sprana lalu lintas dan
angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna geata pengelolaannya.
Tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimaatarddalam Pasal
105 UU LLAJ antara lain:
a. Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat laladint
Pelanggaran terhadap marka
Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas
Pelanggaran terhadaap kecepatan maksimum dan mmimu
Pelanggaran terhadap persyaratan administratif gmeadi dan
kendaraan
f. Pelanggaran terhadap peringatan bunyi

®oo0co

Sedangkan tindak pidana pelanggaran angkutangalsagaimana diatur
dalam Pasal 106 UU LLAJ antara lain:
a. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis layak kelagaraan
b. Pelanggaran terhadap perizinan
c. Pelanggaran terhadap berat muatan kendaraan

Penyidik tindak pidana lalu lintas dan angkutarmanalalah Kepolisian
(Polisi Jalan Raya), dan penyidik pegawai neggil grtentu di lingkungan

74 Iman Santos®erspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi datakanan
Nasiona) Ul Press, 2004, him. 20
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departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabrgfgouti pembinaan
di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

14. Tindak Pidana Kesehatan
Tindak pidana kesehatan diatur dalam Undang-Undémg36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Kesehataagaienana diatur
dalam Pasal 1 angka 1 UU Kesehatan merupakan keadaat, baik secara
fisik, mental, spritual maupun sosial yang memunkgn setiap orang untuk
hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Tindak pidana kesehatan yang diatur dalam UU Kdaahadalah
sebagai berikut:
a. Tindak Pidana sengaja melakukan tindakan padadmilh
b. Tindak Pidana pimpinan fasilitas pelayanan kesehdtn/atau tenaga
kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertarhadap pasien
yang dalam keadaan gawat darurat
c. Tindak Pidana transplatasi dengan tujuan komersial
d. Tindak Pidana memproduksi atau mengedarkan sethaaasi dan/atau
alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
e. Tindak Pidana memproduksi dan/atau mengedarkaraaediarmasi
yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratamaaan, khasiat
atau kemanfaatan, dan mutu

Penyidik tindak pidana kesehatan ialah Kepolisian penyidik pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahamg/amenyelenggarakan
urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenangugsebagai penyidik.

15. Tindak Pidana Praktik Kedokteran

Tindak pidana praktik kedokteran diatur dalam Ungdaimdang No. 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Prakigd&kteran).

Praktik kedokteran sebagaimana diatur dalam Pasahgka 1 UU
Praktik Kedokteran merupakan rangkaian kegiatangyditakukan oleh
dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam mataksan upaya kesehatan.
Sedangkan Profesi kedokteran sebagaimana diatamdahsal 1 angka 11
UU Praktik Kedokteran adalah suatu pekerjaan kedtakt yang
dilaksanakannis berdasarkan suatu keilmuan dap&@msi.

Pemicu terjadinya sengketa biasanya berawal dasal&bpahaman,
perbedaan penafsiran, ketidakjelasan  pengaturantidakpuasan,
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ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidaktpaurang atau tidak
jujur, kesewenangwenangan atau ketidakadilan, elgadinya keadaan yang
tidak terduga serta perkembangan ilmu pengetahaan teknologi yang
mempengaruhi dunia kedokteran.

Upaya penyelesaian dalam perkara tindak pidanatibr&kdokteran
bersifat kekeluargaan, musyawarah dan masih meafzaran harkat dan
martabat manusia, namun apabila diduga telah teijathk pidana praktik
kedokteran, setiap orang berhak untuk melaporkamyad dugaan tindak
pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau meaggaguigian perdata
ke pengadilan.

Selain itu, subjek hukum yang melakukan tindak mpédapraktik
kedokteran antara lain:

a. Orang
b. Korporasi

16. Tindak Pidana Sistem Pendidikan Nasional
Tindak pidana di bidang pendidikan diatur dalam ahgtUndang No.
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiond) ®endidikan).
Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angk&aRendidikan yaitu:
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana umikujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar geBdikt secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ke&nat spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecanjaskhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakahdsa dan negara.”
Tindak pidana pendidikan banyak terjadi di masyataknamun
seringkali terabaikan, tertutup oleh asumsi-asymbiik bahwa pendidikan
merupakan bidang yang tanpa cela dan bebas dagapén berbagai
tindakan negatif, sehingga setiap tindakan tersaleuingkali dibenarkan
dengan alasan-alasan yang nampak rasional, salaesain kedisiplinan.
Jenis-jenis tindak pidana pendidikan pada prinsipinydak pidana yang
konvensional, yang menjadi kekhususan di sini ddatadang yang
disimpangi adalah pendidikan, dan pelakunya sebdgggar adalah pihak-

75 S. Tri HerliantoJurnal: Mediasi Penal sebagai Alternatif PenyelesaPerkara
Tindak Pidana Praktik kedokteraBemarang, him. 297
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pihak yang terlibat dalam proses pendidikan ataupamg memanfaatkan
jasa pendidikan, seperti pemalsuan ijazah sekolah.

17. Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis

Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis diatuadalUndang-Undang
No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan DiskrimiRasi dan Etnis (UU
Diskriminasi).

Diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur d&édasal 1 angka 1 UU
Diskriminasi adalah:

“Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentukmbszlaan,
pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasad@da ras dan etnis,
yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangaralpearg perolehan,
atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan allam suatu
kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, shsian budaya.”

Tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dilakukdeh subjek hukum
yaitu:

a. Orang
b. Korporasi

Tindak pidana yang sengaja dilakukan oleh orangkiporasi diatur
dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UU Diskriminasi. Sdtaintindak pidana
diskriminasi ras dan etnis dapat menimbulkan tingékana perampasan
kemerdekaan. Tindak pidana perampasan kemerdekaag kain atas dasar
diskriminasi ras dan etnis merupakan penangkapanp@amahanan orang
berdasarkan membeda-bedakan adanya ras dan etms tiglak sesuai
dengan prosedur yang ada.

Mekanisme penyelesaian tindakan diskriminasi rasetais bermula di
tahap penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan taphaelakunya.

18. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRafud dalam
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghap{(slearasan Dalam
Rumah Tangga (UU KDRT).

Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana dialam d@asal 1
angka 1 UU KDRT, adalah setiap perbuatan terhaéaposang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraanpenderitaan secara
fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaramah tangga termasuk
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ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, p&ampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup hun@angga.
Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 2 UU KDRT menjalad&finisi tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaingjayang diberikan
oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasammdalmah tangga,
menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, ddimdungi korban
kekerasan dalam rumah tangga.

Korban dari KDRT, sebagaimana dijelaskan definigigjalam Pasal 1
angka 3 UU KDRT vyaitu orang yang mengalami kekaratsn/atau ancaman
kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, didaum éasal 3 UU
KDRT, dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Penghormatan hak asasi manusia
b. Keadilan dan kesetaraan gender
c. Nondiskriminasi

d. Perlindungan korban

Hak-hak korban KDRT sebagaimana diatur dalam PE3alU KDRT
adalah sebagai berikut:
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, ke@ain, pengadilan,
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baikesgara maupun
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dagiepédan
Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
Penanganan secara khusus berkaitan dengan keeahksradan
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hupada setiap
tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketenfparaturan
perundang-undangan
e. Pelayanan bimbingan rohani.

oo

Dalam Pasal 54 UU KDRT ditetapkan bahwa Penyidif@nuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakanumt ketentuan
hukum acara pidana yang berlaku.

19. Tindak Pidana Terhadap Anak
Tindak pidana terhadap anak diatur dalam UndangabgdNo. 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindmngnak).
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Berdasarkan penjelasan UU Perlindungan Anak, Arddah bagian
yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidugnusia dan
keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Aglmketapu bertanggung
jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negarap séak perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tuchdou berkembang
secara optimal, baik fisik, mental, maupun sodiituk itu, perlu dilakukan
upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraamkA dengan
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknypa tgperlakuan
diskriminatif.

Definisi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal lkaangy UU
Perlindungan Anak ialah Anak adalah seseorang ymalgm berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masibmddtandungan.
Sedangkan, pengertian perlindungan anak sebagaidiatoa dalam Pasal 1
angka 2 UU Perlindungan Anak adalah segala kegiatéwk menjamin dan
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidumbtih, berkembang,
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengakathadtan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari&skerdan diskriminasi.

Selain itu, anak perlu dilindungi sedini mungkinertik tolak dari
konsep perlindungan anak yang utuh, memberikaingerigan kepada anak
berdasarkan asas-asas sebagai befikut:

a. Nondiskriminasi

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkemdrang
d. Penghargaan terhadap pendapat anak

20. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronikE) diatur dalam
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dransaksi
Elektronik (UU ITE).

Informasi Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasangka 1, UU
ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronitnasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, ramcamfgto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic kpaitelegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kakises, simbol, atau

76 Roeslan Renggon@p.cit, him. 266
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perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atbapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya. Sedangkan, transaksi aiéktdiatur dalam
Pasal 1 angka 2 UU ITE, adalah perbuatan hukum giagukan dengan
menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atadian elektronik
lainnya.

Subjek hukum dalam tindak pidana ITE antara lain:
a. Orang
b. Korporasi

Penyidik dalam tindak pidana ITE ialah pejabat ggdiegara Republik
Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentlindikungan pemerintah
yang lingkungan tugas dan tunggung jawabnya di rigid&eknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenakbusus sebagai
penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undantang Hukum
Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak médadi bidang
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

21. Tindak Pidana Pornografi

Tindak Pidana Pornografi diatur dalam Undang-Undiliog 44 Tahun
2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Definigirpografi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, hdgmbar, sketsa,
ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar keag, animasi, kartun,
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lameyaui berbagai bentuk
media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umyang memuat
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melangganankesusilaan dalam
masyarakat.

Pornografi menimbulkan dampak dalam kehidupan miakgs bahkan
terhadap berbagai segi kehidupan yang meliputi aggina, etika dan moral,
budaya maupun psikologis. Ditinjau dari segi etizau moral, maka
pornografi akan merusak tatanan normanorma dalasyarekat, merusak
keserasian hidup dalam keluarga dan masyarakat padannya serta
merusak nilai-nilai luhur dalam kehidupan manugpesti nilai kasih, cinta,
keadilan dan kejujuran.

77 Ibid, him. 272
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Subjek hukum dalam tindak pidana pornografi dagatipa orang atau
korporasi.

22. Tindak Pidana Kepabeanan

Tindak pidana kepabeanan diatur dalam Undang-Un8lemdl7 Tahun
2006 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Kepabesglaagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepabeanan adalgdiss sesuatu yang
berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintasggeng masuk atau
keluar daerah pabean serta pemungutan bea masblea&eluar.

Subjek hukum dalam tindak pidana kepabeanan alatiara
a. Orang
b. Korporasi

23. Tindak Pidana Cukai

Tindak pidana cukai diatur dalam Undang-Undang 38 .Tahun 2007
tentang Cukai (UU Cukai). Definisi Cukai sebagaimaiatur dalam Pasal 1
angka 1 UU Cukai ialah pungutan negara yang dikema&rhadap barang-
barang tertentu yang mempunyai sifat atau karaileryang ditetapkan
dalam undang-undang ini.

Subjek hukum dalam tindak pidana kepabeanan alatiara
a. Orang
b. Korporasi

24. Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Tindak pidana perlindungan konsumen diatur dalandddg-Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen §)UPerlindungan
konsumen menurut Pasal 1 angka 1 UUPK adalah sagssa yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi runtigan kepada
konsumen. Sedangkan, Konsumen dalam Pasal 1 andkdPX berarti
setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yarepierdalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, ordai maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam bidang perlindungan konsumen meliputi jugakpeusaha, yaitu
setiap orang perseorangan atau badan usaha, badk berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dakdoudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Riépliimlonesia, baik
sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian niemggarakan kegiatan
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usaha dalam berbagai bidang ekonomi, sebagaimatar dlalam Pasal 1
angka 3 UUPK.

Pasal 45 UUPK menjelaskan bahwa Penyelesaian gentijigak pidana
perlindungan konsumen dapat ditempuh melalui peafegachatau diluar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pibag bersengketa.
Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketmskmen di luar
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya déipanhpuh apabila upaya
tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah gahak atau oleh para
pihak yang bersengketa.

25. Tindak Pidana Pangan

Tindak pidana di bidang pangan diatur dalam Undandang No. 18
Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan). Sebagauiietna dalam Pasal 1
angka 1 UU Pangan, definisi pangan adalah segaim&eyang berasal dari
sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehuatanperikanan,
peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah puauidak diolah yang
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagsukaosi manusia,
termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Palayabahan lainnya
yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolal@aratau pembuatan
makanan atau minuman.

Dalam pertimbangan UU Pangan, Pangan merupakartutetru dasar
manusia yang paling utama dan pemenuhannya memsigian dari hak
asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undaraggab Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponermr dasak mewujudkan
sumber daya manusia yang berkualitas.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana di bidang gadimulai dengan
pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, lalu pidana.

26. Tindak Pidana Paten

Tindak pidana di bidang paten diatur dalam Undangdhg No. 14
Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten).

Paten, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka Rdtdh, adalah hak
eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inveatas hasil Invensinya
di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tdttanelaksanakan sendiri
Invensinya tersebut atau memberikan persetujuakeada pihak lain untuk
melaksanakannya.
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Subjek hukum dalam tindak pidana di bidang patealadd sebagai
berikut:
a. Orang
b. Korporasi

Bentuk-bentuk pelanggaran paten antara lain berupambuat,
menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, mahlan, atau
menyediakan untuk dijual, atau disewakan atau ald@mn produk atau
proses yang diberi paten dengan cara apapun taigpa dari inventor atau
pemegang hak paten yang sah karena bertentanggardapa yang diatur
dalam undangundang paten.

27. Tindak Pidana Merek

Tindak pidana di bidang merek diatur dalam Undamgléhg No. 15
Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek). Pasal 1 angk&U Merek
menjelaskan definisi Merek adalah tanda yang beggmbar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kwasbidari unsur-unsur
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakaland kegiatan
perdagangan barang atau jasa.

Subjek hukum dalam tindak pidana di bidang meretladd sebagai
berikut:
a. Orang
b. Korporasi

Dalam proses penyelesaian tindak pidana di bidamgekn selain
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik IndoneBigjabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewag khusus sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undamg8Nrahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan peksidiindak pidana di
bidang Merek.

28. Tindak Pidana Hak Cipta

Tindak pidana hak cipta diatur dalam Undang-Undhing 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Hak ciptabagaimana diatur
dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, adalah haklediflpencipta yang
timbul secara otomatis berdasarkan prinsip delfasatelah suatu ciptaan
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diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi péashn sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana hak cipsayidik yang
melakukan penyidikan ialah pejabat Kepolisian Nagaepublik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkundementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangnmukberi wewenang
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud datalang-Undang yang
mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakpgayidikan tindak
pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.

Subjek hukum dalam tindak pidana hak cipta adadhlagai berikut:

a. Orang
b. Korporasi

29. Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu)

Tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang 8l@.ahun 2012
tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pemilihan Umatisu pemilu, diatur
dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemilu, adalah saran&gaelaan kedaulatan
rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umunasbeahasia, jujur, dan
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Isarétan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T&Bdb.

Banyaknya bentuk pelanggaran yang dapat terjadimd@emilu, secara
garis besar dalam UU Pemilu membaginya berdasakaagori jenis
pelanggaran pemilu menjadi:

a. Pelanggaran administrasi pemilu
b. Pelanggaran pidana pemilu
c. Perselisihan hasil pemilu.

30. Tindak Pidana Kewarganegaraan

Tindak pidana kewarganegaraan diatur dalam Undardghly No. 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewargaaagpr Warga
Negara, diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Kewargaaagaadalah warga
suatu negara yang ditetapkan berdasarkan perapgamdang-undangan.
Sedangkan, Pasal 1 angka 2 UU Kewarganegaraan mkambealefinisi
kewarganegaraan yaitu segala hal ihwal yang bertgdsu dengan warga
negara.

Asas-asas yang dianut dalam UU Kewarganegaraamgaiana
dijelaskan dalam penjelasan UU Kewarganegaraamladabagai berikut:
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a. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asa®gyymenentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan ketururiam bardasarkan
negara tempat kelahiran.

b. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatasladdaasas yang
menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkana neempat
kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-asesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang tulesnensatu
kewarganegaraan bagi setiap orang.

d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asgsmgrentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dé&atarnuan yang
diatur dalam Undang-Undang ini.

31. Tindak Pidana Penerbangan

Tindak pidana penerbangan diatur dalam Undang-Undém 1 Tahun
2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan).

Penerbangan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Ueriergan sebagai
kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan atilaglara, pesawat udara,
bandara udara, angkutan udara, navigasi penerbarkggelamatan dan
keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas pemgnjdan fasilitas umum
lainnya.

Selain itu, Pengaturan tindak pidana penerbangadapat dalam
beberapa Konvensi Internasional seperti Konvenskydotahun 1963,
Konvensi The Hague 1970, Konvensi Montreal 1971, waakhir Konvensi
Montreal 1991. Konvensi Tokyo 1963 sering disebenghn konvensi
tentang pembajakan udara tersebut pada pokoknyayamenyurisdiksi
terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam pesawara, kewenangan
kapten penerbang terhadap tindakan-tindakan untelkcegah penguasaan
pesawat udara secara melawan hukum.

Subjek hukum dalam tindak pidana di bidang peney@anadalah
sebagai berikut:

a. Orang
b. Korporasi
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&l% LATIHAN
=

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai matexiadi
kerjakanlah latihan berikut!

1) Sebutkan substansi hukum pidana khusus menurutsfaissudin?

2) Apa yang dimaksud dengan korupsi?

3) Sebutkan dan jelasakan 5 contoh Tindak Pidana Kffusu

4) Sebutkan dan jelasakan Asas-asas yang dianut daldlch
Kewarganegaraan?

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Azis syamsudin berpendapat bahwa substansi hukutangi khusus
menyangkut tiga permasalahan, yaitu tindak pidana,
pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan peasdan

2) Pengertian korupsi dapat kita lihat dari berbagangapat, seperti:

= Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang 3loTahun
1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentango@eamtasan
Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pengertian kosu
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor ada@bagai
berikut “Setiap orang yang secara melawan hukumakokbn
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang ldau asuatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara”.

= Sudarto berpendapat bahwa kata korupsi menunjué patbuatan
yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengauangan.

= Henry Campbell Black mengemukakan bahwa korupssébagai
perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk meékalpesuatu
keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak daakpihin secara
salah menggunakan jabatannya atau karakternya orgnklapatkan
suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang berlawanan
dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.
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3) Lima contoh tindak pidana khusus adalah

a.

Tindak pidana pencucian uang atau money laundemegurut
Sutan Remy Sjahdeni adalah “Rangkaian kegiatan yargipakan
proses yang dilakukan oleh seseorang atau orgatéshadap uang
haram yaitu uang yang berasaldari kejahatan dengdsud untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asalusul uangbtergkari
pemerintah atau otoritas yang berwenang melakularingakan
terhadap tindak pidana dengan cara terutama mehkeasukang
tersebut ke dalam sistem keuangan (finacial sysknmgga uang
tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistemahgan itu
sebagai uang yang halal.”

Tindak pidana narkotika, Tindak pidana Narkotikatdi dalam
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotiki) (
Narkotika). Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasangka 1
UU Narkotika adalah “zat atau obat yang berasaltdaaman atau
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintet@gydapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadammgryh rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, danatdap
menimbulkan ketergantungan.

Tindak pidana terorisme, menurut Black Law's Dintoy
merupakan kegiatan yang melibatkan unsur kekerasam yang
menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yaglgnggar
hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk menygidési
penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintadan
mempengaruhi penyelenggaraan dengan cara penculitan
pembunuhan

Tindak Pidana Kemigrasian, adalah adalah hal ihevahg yang
masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawmgiaadalam
rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.”

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adsgtihp
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan bgaakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secafg fsksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tanggaatrmancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampas
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkuphrtamgga.
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4) Asas-asas yang dianut dalam UU Kewarganegaraamgaebana
dijelaskan dalam penjelasan UU Kewarganegaraanlaladsebagai
berikut:

a. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asag ynenentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunakan bu
berdasarkan negara tempat kelahiran.

b. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatasladdasas yang
menentukan kewarganegaraan seseorang berdasagama tempat
kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-aeauai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang tulesmersatu
kewarganegaraan bagi setiap orang.

d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah agamgaentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dé&egamuan
yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Q RANGKUMAN

Tindak Pidana Khusus mengalami perkembangan yamgpspesat
sehingga telah diatur dalam peraturan perundangagah secara
khusus baik hukum materiilnya maupun hukum forn@lnerkenaan
dengan fenomena pembentukan berbagai peraturandasgrundangan
tindak pidana khusus, Muladi mengakui bahwa perlambn hukum
pidana di luar kodifikasi KUHP, khususnya berupadbimg-Undang
Tindak Pidana Khusus. Kedudukan Undang-Undang kinBaana
Khusus dalam hukum pidana yaitu sebagai pelengiehdkum pidana
yang dikodifikasikan dalam KUHP.

Azis syamsudin berpendapat bahwa substansi hukdam@ikhusus
menyangkut tiga permasalahan, yaitu tindak pidana,
pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan peasdan

Perbandingan ruang lingkup tindak pidana khusuandalaporan
Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2013 dan Kejaksad&agaemana
terdapat dalam PERJA Nomor PER-036/A/JA/09/2011aten SOP
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan PERJAMNBERJIA-
039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasand Teknis
Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Klasifivikasi Pidana Khusus menurut Mahkamah AguKgrupsi;
Narkotika dan Psikotropika; Perlindungan Anak; Kmlsan Dalam
Rumah Tangga (KDRT); Kehutanan; Migas; KepabeandAKl;

)

)

)
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Perikanan; Perbankan; Perumahan; Lingkungan HidRgrdagangan
Orang; Kesehatan; Senjata Api; Perlindungan Konsgnfencucian
Uang; Ketenagakerjaan; Pornografi; Perpajakan; ri@ne, dan Lain-
Lain

Klasifivikasi Pidana Khusus menurut Kejaksaan AguRgrkara
tindak pidana korupsi, tindak pidana perikanan, genkara tindak
pidana ekonomi (kepabeanan dan cukai); Perkaranggdaan HAM
yang berat yang penanganannya hanya di Kejaksaamgiderkara
tindak pidana khusus lainnya.

% TES FORMATIF 2

Pilinlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Di bawah ini yang bukan merupakan tugas pokok sgohakim adalah

A. Memeriksa dan memutus perkara melalui prosesigargan di
pengadilan.

B. Senantiasa mengikuti perkembangan hukum pidanaus sehingga
putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-kieadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum.

C. Penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan

D. Mengembangkan kemampuan pengetahuan hukum tekrhakum
pidana khusus baik mulai dari norma hukum yang akerldi
masyarakat, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukwratupan
perundangundangan. sampai dengan penerapan hukurg ya
dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan

2) Yang tidak termasuk tindak pidana umum Di bawahdalah ....

A. Penipuan
B. Korupsi

C. Akta Palsu
D. Perjudian

3) Yang tidak termasuk tindak pidana khusus Di Baimaadalah ....
A. Praktek kedokteran
B. Sistem pendidikan nasional
C. Diskriminasi ras dan etnis
D. Penganiayaan
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4) Di bawah ini yang termasuk Tindakan Pidana @apaOrang dan Harta
Benda adalah....
A. Pemerasan dan pengancaman
B. Pencemaran nama baik
C. Poligami liar
D. Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Perkawinan

5) Secara sosiologis, tiga jenis korupsi menurutvida Mas kecuali ....
A. Korupsi untuk korporasi
B. Korupsi untuk memperkaya diri
C. Korupsi karena peluang
D. Korupsi karena kebutuhan

6) Penempatan uang hasil kejahatan atau perbuagdeavem hukum ke
dalam deposito bank, real estate, atau saham-sattaiversi ke mata
uang lainnya atau transfer uang ke dalam valutagasintuk sementara
waktu, adalah definisi untuk....

A. Money laundering
B. Placement
C. Integration
D. Placement

7) Manakah Undang-Undang Di bawah ini yang mengeotang Tindak
Pidana Narkotika
A. Undang-Undang No 35 tahun 2009
B. Undang-Undang No 6 tahun 2000
C. Undang-Undang No 15 tahun 2003
D. Undang-Undang No 5 tahun 1997

8) Menurut Fuad Amsyari Lingkungan hidup dikelomkak ke dalam ...

kelompok?
A 5

B. 4
C. 3
D. 2
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9) Manakah Di bawah ini yang tidak termasuk Tingédana pelanggaran
lalu lintas...

Pelanggaran terhadap peringatan bunyi

Pelanggaran terhadap marka

Pelanggaran terhadap alat pemberi isyaratifaisl

Pelanggaran terhadap perizinan

oCow»

10) Siapakah yang diberi wewenang khusus sebagayidie untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Tekgblnformasi dan
Transaksi Elektronik
A. Pegawai Negeri Sipil tertentu
B. Perusahaan
C. Komisi Penyiaran Indonesia
D. Kementrian Komunikasi dan Informatika

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban desdiif 2 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawabyang benar.
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetamgkat penguasaan
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

Tingkat penguasaan Jumlah Jawaban yang Ben)g £00%
Jumlah Soal

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89&dbaik
70 - 79%cukup
<%0= kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lehbiida dapat
meneruskan dengan modul selanjutnBagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar Rjtéena bagian yang
belum dikuasai.
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Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1
1. B. Pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabaaorang yang
disangka telah melanggar larangan tersebut

2. C. Wirjono Prodjodikoro

3. D. Sudarto

4. A. Pidana adalah aturan yang mengatur tentanggiarik
5. D. Pidana Khusus

6. C. Delik

7. B. Djoko Prakoso

8. A.Bar

9. A. Van Hamel

10. B. Sesuai dengan hukum

11. A. Niat

12. D. Lamintang

13. C. pelanggaran dan kejahatan
14. D. Teguh Prasetyo

15. B. Rochmant Soemitro

Tes Formatif 2

. Penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan
. Korupsi

. Penganiayaan

. Poligami liar

. Korupsi dan korporasi

. Placement

. Undang-Undang No 35 tahun 2009
3

. Pelanggaran terhadap perizinan

. Pegawai Negeri Sipil tertentu
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Glosarium

Tindak pidana Perbuatan yang dapat dikenakan hukukarena
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang
Tindak pidana Undang-undang pidana yang berada diluar hukum

khusus pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari
hukum pian umum baik dari segi pidana materil maupu
formal

delik Aduan Tindak pidana yang dapat dilakukan péman pidana

apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang
berhak mengajukan pengaduan, vyaitu korban atau
wakilnya atau keluarga atau orang yang diberi kuasa
khusus untuk melakukan pengaduan

delik Biasa Tindak pidana yang untuk dilakukannyanyntutan
terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya peagadu
dari yang berhak.

lex specialis Hukum yang bersiat khusus
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